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MOTTO 
 
“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
Q.S. Al. Insyiroh : 5 
 
“ jika kamu bertaqwa, ALLAH akan membimbingmu”  
Q.S Al. Baqarah : 282 
 
“berangkat dengan penuh KEYAKINAN, berjalan dengan penuh KEIKLASAN, 
ISTIQOMAH dalam menghadapi cobaan”  
Ibu Supadmi 
 
“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, Namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.”  
(Ernest Newman) 
 
“Jadi diri sendiri, cari jati diri, dan dapatkan hidup yang mandiri 
Optimis, karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar 
Sesekali lihat kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung” 
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ABSTRACT 
 
 Villages are the pioneers of an autonomous and sovereign democratic 
system and have their own social norms. Villages as autonomous regions are 
granted privileges, such as the management of village budgets. Village financial 
management is reduced in the form of village policy in the form of Revenue and 
Expenditure Budget (APBDesa). This study aims to find out transparency and 
accountability to budget management and village expenditure (APBDES) in 
GondangsariJuwiringKlaten village. This type of research is to use qualitative 
approach of type case study. 
 The data sources used in this research are primary data sources and 
secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and 
secondary data sources obtained from books, internet, and related documents. 
Informants in this study were village head, village secretary, village treasurer, 
development cau, BPD, RW, RT, and representatives of community leaders in 
GondangsariJuwiringKlaten village. 
 The result of this research is that the management of APBDes in 
Gondangsari village is based on the principle of transparency and accountability 
principle, although not fully in accordance with the existing provisions. It is 
therefore necessary to make continuous improvement while still adjusting the 
situation and conditions and the development of applicable legislation. 
 
Keywords: APBDes, Transparency, Accountability 
  
ABSTRAK 
Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta 
memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan 
hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa 
diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja desa (APBDesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi 
dan akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja 
desa(APBDesa) di desa Gondangsari Juwiring Klaten. Jenis penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis study kasus. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini adalah sumber data primer 
dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan sumber 
data sekunder diperoleh dari buku, internet, dan dokumen-dokumen yang terkait. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, 
kaur pembangunan, BPD, RW, RT, dan perwakilan tokoh masyarakat di desa 
Gondangsari JuwiringKlaten. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa didesa 
Gondangsari sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip 
akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan 
tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 
 
Kata Kunci : APBDes, Transparansi, Akuntabilitas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta 
memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan 
hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut 
Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk 
kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). 
Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah ditetapkan oleh 
MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang 
berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya 
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai 
dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Misi utama kedua undang-undang 
tersebut adalah desentralisasi. 
Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah 
daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi 
terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan 
otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012: 328). Otonomi desa merupakan 
kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut 
prakarsa (Sumpeno,  2011: 25). 
Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 
Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh 
tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan 
tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan 
nasional (Faridah dan Suryono, 2015). 
Menurut Wandari, et al (2015), bahwa di era reformasi dan desentralisasi 
sekarang ini, good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan 
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita 
bangsa. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan good 
governance khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan 
pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma 
pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat 
mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik (good governance).  
Good governance merupakan penyelenggaran pemerintah negara yang solid 
dan bertanggungjawab, serta efisisen dan efektif dengan menjaga keseimbangan 
sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. 
Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi 
pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada 
kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-
individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab 
pada kegiatan yang dilakukannya (Sholekhan, 2012: 15). 
Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 
merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan 
pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah&Sugeng, 
2015). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan 
dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. 
Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam 
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 
pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno, 2011). 
Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai 
dengan prinsip-prinsip good governance. Kinerja anggaran merupakan sistem 
penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, 
misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan 
anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran 
(Wandari et al, 2015). 
UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah 
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa.Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk 
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan 
pembangunan dan pemerintahan desa.  
Penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Gondangsari Kecamatan 
Juwiring Klaten karena di wilayah tersebut mempunyai potensi, baik potensi 
pertanian, maupun furniture/mebel. Dengan adanya potensi tersebut maka penulis 
tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari Juwiring 
Klaten, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan.  Pelaksanaan APBDes 
di desa Gondangsari, masih terdapat beberapa permasalahan. diantaranya adalah 
SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes kurang memadai 
dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBDes. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa Gondangsari yang 
menyatakan bahwa, pengelola APBDes di desa Gondangsari adalah sekertaris 
desa berdasarkan RAPBDesa selanjutnya dilakukan musyawara bersama. Dalam 
menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes telah dilakukan musrenbangdes. yang 
menghadiri musrenbangdes antara lain pengurus lembaga-lembaga desa yang ada 
dan juga perwakilan masyarakat. Namun tak banyak dari masyarakat yang tau 
terkait hasil musrenbangdes tersebut karena banyak dari masyarakat yang kadang 
tidak mau tau terkait dengan dana alokasi desa yang diterima. Dengan kondisi 
tersebut masyarakat tidak tahu besaran APBDes yang diterima. ( Etik, Bendahara 
Desa Godangsari, 2017). 
Menurut Solekhan, (2012: 80), Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan 
APBDesa maka Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan 
semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula. 
Penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016), Hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam 
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Long Nah sudah 
terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana pemerintah desa dapat 
memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran 
desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, 
menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir 
suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi 
kepada masyarakat desa.  
Demikian juga penelitian yang dilakukan Faridah dan Suryono (2015) 
menunjukkan bahwa aparat desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik 
tetapi masih ada kendala dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan 
sumber daya manusia pengelola sehingga memerlukan pendampingan dari 
pemerintah daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. 
Peneliti ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program APBDes. 
Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam 
pembangunan sebuah desa. Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan 
penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa 
Gondangsari karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem 
transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari. 
Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana 
dikekola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas 
begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka 
penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) : Transparansi dan 
Akuntabilitas (Studi Di Desa Gondangsari Juwiring Klaten)”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa gondangsari juwiring klaten ? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa gondangsari juwiring klaten. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 
pihak berikut ini : 
1. Secara Teoritis 
a. Bagi Peneliti 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
mengenai sektor publik khususnya pada analisi pengelolaan APBDesa: 
transparansi dan akuntabilitas dalam praktik yang dihubungkan dengan 
pengetahuan teori. 
 
 
 
b. Bagi penelitian selanjutnya 
Diharapkan penelitian ini dapat membeikan tambahan wawasan 
pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian 
selanjutnya. 
2. Secara Praktis 
a. Bagi Pihak Kelurahan 
 Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat 
desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat 
memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan 
dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada 
pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa 
sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-
prinsip transparansi dan akuntabilitas. 
 
1.5.  Jadwal Penelitian  
Terlampir 
 
1.6.  Sistematika Penulisan  
Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu 
untuk mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara 
garis besar adalah  sebagai berikut :   
 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan pendahuluan dari skripsi yang terdiri atas latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal 
penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian 
dan hasil yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian yaitu desain penelitian, 
subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan 
reliablitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan tenang gambaran umum, hasil penelitian dan pembahasan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini merupakan penutup, memuat beberapa simpulan penelitian yang dibuat 
berdasarkan hasil penelitian dan menguraikan keterbatasan penelitian dan saran-
saran perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1.Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 
2.1.1. Pemerintah Desa 
1. Pengertian Desa 
 Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan praaksara masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui 
dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan NKRI. 
 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi 
penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa 
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua 
RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya. 
 Berdasarkan karakteritiknya desa dikelompokkan berdasarkan tipologi 
desa. Tipologi desa tertinggal di Provinsi Jawa Tengah dibagi dalam sembilan 
tipologi berdasarkan komonditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani 
pada desa tersebut. Kesembilan tipologi tersebut adalah desa persawahan, desa 
lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa 
industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan (Mubyarto 
dalam Bachrein, 2010). 
 Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa 
dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan 
cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas 
dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah 
mengarahkan tat pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu 
menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. 
 Desentralisai sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, 
keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 
dan antar daerah ( Machfud et.al, 2002: 115). 
2. Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Daerah 
Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi 
pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi 
adalah fungsi pemerintah dalam menyedikan barang publik atau pengadaan 
barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi 
adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan 
kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah 
untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya 
kesempatan kerja yang tinggiatau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
diinginkan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam 
perekonomian desa (Soemarso, 2007: 23). 
2.1.2. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja  
1. Anggaran 
Anggaran adalah estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode waktu 
tertentu dalam ukuran finansial (Noerdiawan, et al, 2007 : 19). Secara rinci, 
anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan 
untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan serta cara untuk 
mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut (Mahsun, 
2015: 65). 
Nordiawan, et al (2007 : 20),  mengatakan bahwa fungsi anggaran sektor 
publik adalah sebagai berikut : 
a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan 
Organisasi harus tau apa yang akan di lakukan dan kearah mana kebijakan 
akan dibuat. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat 
yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan 
tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana dan sumber 
pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. 
b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian 
Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar dan 
penggunaan dana yang tidak semestinya. Sebagai alat pengendalian, anggaran 
sektor publik berfungi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan 
terjadinya pemborosan pengeluaran. Pemerintah menyajikan rencana detail 
tentang semua penerimaan dan pengeluaran yang harus 
dipertanggungjawabkan kepada publik. 
c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan 
Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tersebut.  Sebagai alat 
kebijakan, anggaran sektor publik digunakan untuk melakukan prediksi-
prediksi dan estimasi ekonomi, memfasilitasi dan mengkoordinasikan 
kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. 
d. Anggaran Sebagai Alat Politik 
Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik 
yang berupa komitmen dan kesepakan antara pihak eksekutif dan legislatif 
atas penggunaan dana publik. 
e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi 
Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian, unit kerja, 
atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang 
harus dilakukan oleh bagian kerja lainnya. Sebagai alat koordinasi, Anggaran 
sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian 
dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi berfungsi sebagai alat 
komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 
f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja 
Sebagai alat ukur dan patokan apakah kinerja telah memenuhi target baik 
berupa terlaksanaya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Dalam hal 
ini anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif 
(pemegang anggaran) kepada pihak legislatif  (pemberi wewenang). 
 
g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi 
Dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target 
pencapaian. Dengan catatan, anggaran yang baik jika memenuhi sifat 
“menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai”. Dalam hal ini pihak 
eksekutif beserta stafnya memberikan motifasi untuk bekerja secara 
ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. 
Mahsun (2015), menyatakan bahwa siklus anggaran meliputi : 
a. Tahap Persiapan Anggaran 
Di indonesia proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan 
pda pendekatan button-up planning, dengan tetap berpedoman pada arah 
kebijakan pembangunan pemerintah pusat.  
Pada pemerintah pusat, perencanaan pembangunandimulai dari penyusunan 
program pembangunan nasional (PROPENAS) yang merupakan operasionalisasi 
dokumen perencanaan (GBHN), kemudian dijabarkan dalambentuk rencana 
strategi (RENSTRA), kemudian dibuat persiapan APBN dan rencana 
pembangunan tahunan (RAPETA). 
Pada pemerintah daerah, disarankan membuat dokumen perencanaan daerah 
yang terdiri dari program pembangunan daerah (PROPEDA) yang tidak 
menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA. PROPEDA tersebut dibuat oleh 
pemerintah daerah bersama DPRD untuk jangka waktu lima tahun kemudian 
dijabarkan pelaksanaannya secara tahunan. Rincian RENSTRADA setiap 
tahunnya akan digunakan sebagai penyusunan REPETADA dan APBD. 
REPETADA merupakan kerangka kebijakan bagi penyediaan dana dalam APBD. 
b. Tahap Ratifikasi Anggaran 
Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan 
proses politik yang cukup rumit dan cukup berat karena dalam tahap ini pimpinan 
eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan 
argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaandan batasan-batasan 
dari pihak legislatif. 
c. Tahap Pelaksanaan Anggaran 
Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah 
sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian 
manajemen. Pada tahap ini manajer keuangan bertanggungjawab untuk 
menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk melakukan 
perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan dapat 
diandalkan untu tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. 
d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 
Pada tahap ini anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan 
dievaluasi pelaksanaannya. 
Mahsun (2015), terdapat dua pendekatan utama anggaran sektor publik : 
a. Anggaran Tradisional Atau Konvensional 
Merupakan pendekatan yang banyak dianut oleh negara-negara berkembang. 
Ciri-ciri dari pendekatan ini antara lain : 
1) Incrementalism, yaitu pemanbahan atau pengurangan pada item-item 
anggaran tahun sebelumnya, tanpa melakukan pengkajian yang 
mendalm. Kelemahan pendekatan ini adalah tidak mrnjamin 
terpenuhinya kebutuhan riil saat ini dan dapat menyebabkan terjadinya 
kesalahan yang terus berlanjut, karena tidak dikaji lebih lanjut apakah 
pengeluaan pada periode sebelumnya didasarkan pada kebutuhan yang 
wajar. 
2) Line item, yaitu anggaran yang didasarkan pada sifat dari penerimaan 
dan pengeluaran sehingga tidak memungkinkan menghilangkan 
penerimaan dan pengeluaran yang ada dalam struktur anggaran 
walaupun secara riil item tersebut sudah tidak relevan lagi untuk 
digunakan pda periode sekarang. Pendekatan ini tidak memungkinkan 
penilaian kinerja yang akurat. 
3) Sentralis, yaitu penyiapan anggaran yang dilakukan secara terpusat dan 
tidak tersedianya informasi yang memadai sehingga menyebabkan 
lemahnya perencanaan anggaran. Yang menyebabkan kesenjangan 
anggaran. 
4) Spesifikasi, yaitu proses penganggaran terpisah antara pengeluaran 
rutin dan pengeluaran modal dan investasi. 
5) Tahunan, mendorong praktek-praktek yang tidak diinginkan karena 
anggaran tahunan terlalu pendek, seperti korupsi dan kolusi. 
6) Prinsip Anggaran Bruto, prinsip anggarn yang kurang sistematik dan 
tidak rasional karena tidak didasarkan pada jumlah bersih. 
b.  Anggaran dengan pendekatan New Publik Management (NPM) 
Ciri-ciri pendekatan NPM, yaitu : 
1) Komprehensif dan komparatif 
2) Terintregasi dan lintas dokumen 
3) Proses pengambilan keputusan yang rasional 
4) Berjangka panjang 
5) Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas 
6) Analisi total cost dan benefit 
7) Berorientasi pada input, output, dan outcome 
8) Adanya pengawasan kinerja 
Teknik penganggaran sektor publik berdasarkan NPM, sebagai berikut : 
1) Sistem Anggaran Kinerja 
Sistem anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegitan 
penyusunan progrm tolok ukur kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran 
program. Anggaran kinerja Disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat 
pada anggaran tradisional, terutama untuk mengukur kinerja dalam pencapaian 
tujuan dan sasaran pelayanan publik. 
2) Zero Bused Budgeting System 
Sistem anggaran yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan saat ini tanpa 
berpatokan pada anggaran masa lalu. Anggaran masalalu mungkin dikurangi, 
ditambah, atau di tambah item sesuai kebutuhan saat ini. 
 
 
3) Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) 
Sistem penganggaran ini didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada 
output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya 
berdasarkan analisi ekonomi. Penyelenggaran PPBS ini mencakup tahap 
perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan pengendalian. 
2. Pendapatan 
Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) diartikan sebagai 
arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal 
selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas 
yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 
Noerdiawan, et al (2007: 181) menyatakan secara umum pendapatan diakui 
sebagai : 
a. Diperoleh yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substasial apa 
yang menjadi kewajibannya. Penyelesaiannya kewajiban inilah yang akan 
menadi pendapatan ketika seluruh proses selesai. 
b. Sudah direalisasikan/ dapat direalisasikan, yaitu ketika kas/piutang sudah 
diterima atas penyerahan barang/jasa. 
3. Belanja 
Belanja di lingkungan akuntansi pemerintah diindonesia diartikan sebagai 
semua pengeluaran bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas 
dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan 
diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah. 
Berdasarkan PP 24 tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut : 
a. Klasifikasi ekonomi, adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan 
pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi 
pada pemda meliputi belanja pegawai, barang, modal, bunga, subsidi, 
hibah, bantuan soasial, dan belanja tak terduga. 
b. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasiberdasakan unit 
organisasi pengguna anggaran. Untuk pemda meliputi, belanja 
sekretariat DPRD, sekretariat daerah propinsi /kota/kabupaten, dinas 
pemerntah tingkat propinso/kota/kabupaten, dan lembaga teknis daerah 
tingkat propinsi/kota/kabupaten. 
c. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada 
fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut PP 24 tahun 2005, belanja diakui ketika terjadi pegeluaran oleh 
bendahara umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam 
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sangat dimungkinkan terjadi koreksi 
terhadap belanja ditahun anggaran berjalan. Koreksi belanja disebabkan atas 
beberapa kemungkinan, yaitu : 
a. Apabila menggunakan basis akrual, maka : 
 
 
 
 
Tabel 2.1 
Koreksi Belanja Berdasarkan Basis Akrual 
 
Jenis Terjadi ditahun 
sebelumnya 
Terjadi ditahun 
yang sama 
a. Kesalahan klasifikasi 
belanja 
Tidak dilakukan jurnal 
koreksi 
Dilakukan koreksi 
ke kode beban 
yang sama 
b. Kesalahan 
pencatatan nilai 
belanja 
 
Dilakukan koreksi ke 
ekuita dana lancar 
Dilakukan koreksi 
atas kekurangan/ 
kelebihan jumlah 
ke kode rekening 
yang terkait 
c. Pengembalian 
belanja 
 
Dilakukan koreksi ke 
ekuitas dana lancar 
Dicatat sebagai 
pengurang beban 
 
b. Berdasarkan PP 24 tahun 2005, maka koreksi tersebut diperlakukan 
sebagai : 
Tabel 2.2 
Koreksi Belanja Berdasarkan PP 24 Tahun 2005 
Jenis Terjadi ditahun 
sebelumnya 
Terjadi ditahun yang 
sama 
a. Kesalahan klasifikasi 
belanja 
Tidak dilakukan 
jurnal koreksi 
Dilakukan koreksi ke 
kode belanja yang sesuai 
b. Kesalahan pencatatan 
nilai belanja 
 
Dilakukan koreksi 
ke ekuita dana 
lancar SiLPA) 
Dilakukan koreksi atas 
kekurangan/ kelebihan 
jumlah ke kode rekening 
yang terkait 
c. Pengembalian belanja 
 
Dicatat sebagai 
pendapatan lain-
lain 
Dicatat sebagai 
pengurang belanja 
 
 
 
2.1.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan 
pemerintah daerah, dimana ada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran 
yang setinggi-tingginya guna membiayai kegiatatan dan proyek daerah selama 
satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan sumber-
sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran tersebut 
(Halim,2008: 20).  
Sedangkan menurut Mahsun (2015: 81) menjelaskan, APBD adalah daftar 
yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama 
satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) untuk masa satu 
tahun. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan 
pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui 
sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. 
Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan 
umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan 
fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta 
prlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari 
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan 
bantuan sosial.  
Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan yang cukup 
mendasar. Bentuk APBD yang pertama didasari oleh keputusan mentri dalam 
negri (Kepmendagri) Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara 
penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha 
keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.  
Sejalan dengan perubahan, APBD sekarang ini didasari pada peraturan 
mentri dalam negri (permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, dalam brntuk baru APBD terdiri atas 
tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan (Halim, 2008: 23).  
Mahsun (2015: 83) menyatakan struktur anggaran pendapatan belanja daerah 
(APBD), terdiri dari : 
1. Pendapatan 
Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain 
pendapatan daerah yang sah. Pendapatan diakui saat diterima pada rekening kas 
umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengertian pendapatan 
daerah berdasarkan basis akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan diakui saat timbulnya hak atas 
pendapatan tersebut. 
Abdul halim (2008: 96), menambahkan bahwa PAD merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD dibedakan 
menjadi empat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
milik daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan daerah 
berdasarkan basis kas adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang 
menambah ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran yang 
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 
pemerintah. 
2. Belanja 
Terdiri dari belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi 
hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Belanja diakui saat terjadinya 
pengeluaran dari rekening umum daerah atau entitas. Khusus pengeluaran melalui 
bendahara pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan 
efinisi belanja berdasarkan basis skrual adalah kewajiban pemerintah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja diakui saat timbulnya kewajiban 
atau pada saat diperoleh manfaat. 
Abdul halim (2008:100), menyatakan belanjadi klasifikasikan menurut 
klasifikasi ekonomi, meliputi: 
a. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 
pemda yang memberi manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, 
belanja barang, dan belanja bantuan sosial.  
b. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, 
seperti belanja tanah dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. 
c. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang 
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan bertulang, seperti 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. 
d. Transfer, dalam peraturan terhadulu tidak terdapat kelompok ini. Dengan 
keluarnya PP nomor 24 tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. 
Belanja transfer, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain, seperti 
pengeluaran dana perimbangan dan dana bagi hasil oleh pemda. 
Selanjutnya, definisi belanja berdasarkan basis kas adalah semua pengeluaran 
oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam 
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh pemerintah.  
3. Pembiayaan 
Terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Menurut Halim (2008: 
103), menambahkan penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang 
terdapat pada rekening kas umum daerah. Penerimaan pembiayaan 
dikelompokkan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (seperti 
penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan), pencairan dana cadangan, 
penerimaan pinjaman daerah(berasal dari menerbitkan obligasi), penerimaan 
kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan pitung daerah, hasil penjualan 
kekayaan daerah yang dipisahkan (hasil investasi).  
Penerimaan diakui daat diterima pada rekening kas umum daerah. Selanjutnya, 
pengeluaran pembiayaan adalah sumber pembiayaan yang ditujukan untuk 
mengalokasikan surplus anggaran. Pengeluaran angaran dikelompokkan, meliputi 
pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi pemda), pembayaran 
pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran diakui saat 
dikeluarkannya dari rekening kas umum daerah. 
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh badan keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah 
anggaran berakhir. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD disajikan dan disusun sesai stndart akuntansi pemerintahan (Mahsun, 
2015). 
Noerdiawan (2007:  43) menyatakan bahwa Penyusunan APBD berpedoman 
pada RKPD dalam rangka mewujudkanpelayanan kepada masyarakat demi 
tercapainya tujuan bernegara. Subproses penyusunan APBD adalah sebagai 
berikut : 
a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD / KUA 
Merupakan bagia yang tidak terpisah dari proses perencanaan. Proses 
penyusunan dengan pembuatan rancangan awal KUA. Rancangan awal KUA 
terdiri atas dua komponen utama yaitu : 
1) Target pencapaian kinerja 
2) Proyeksi pendapatan daerah , alokasi belanja daerah, serta sumber dan 
penggunan pembiyaan yang disertai dengan asumsi yang 
mendasarinya. 
b. Penyusunan Priorita dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 
Merupakan dokumen yangberisi seluruh program kerja yang akan dijalankan 
tiap urusan pada tahun anggaran, program tersebut diberi prioritas sesuai dengan 
visi, misi, dan strategi pemda. Rancangan awal PPAS ini disusun dengan tahapan 
sebagai berikut: 
1) Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan 
2) Menentukan urusan program untuk masing-masing urusan 
3) Menentukan plafon anggaran untuk tiap program 
c. Penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Kerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA 
SKPD). 
Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD 
merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun RKA. 
d. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD 
RKA SKPD adalah dokummen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD, serta rencana 
pembiayaansebagai dasar penyusunan APBD. 
e. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah APBD 
Dokumen sumber yang utama adalah RKA SKPD. RKA SKPD disusun sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Proses slanjutnya adalah 
pengompilasian seluruh RKA yang telah dievaluasi menjadi dokumen kompilasi 
RKA. Kemudian membuat lampiran-lampiran raperd APBD yang terdiri dari : 
1) Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintah dan organisasi) 
2) Rincian APBD (menurut urusan pemerintah, organisasi, pendapatan, 
belanja dan pembiayaan) 
3) Rekap Belanja (menurut urusan pemerintah, organisasi, program dan 
kegiatan, dan keselarasan urusan dengan fungsi) 
f. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah APBD 
Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak penyerahan 
dilakukan. Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD yang telah lolosndalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh 
kepala daerah menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 
Halim (2008: 27) juga menyatakan , menurut peraturan perundangan yang 
terbaru ( PP nomor 58 tahun 2005 dan permendagri nomor 13 tahun 2006, yang 
didasari oleh UU nomor 17 tahun 2003) tugas pengelola keuangan daerah adalah : 
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD 
b. Menyusun rancangan dan perubahan APBD 
c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan 
melalui peraturan daerah. 
d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 
e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan petanggungjawaban 
pelaksanaan APBD. 
 
2.1.4.  Transparansi 
1. Konsep Transparansi 
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah 
satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). 
Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan 
kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh 
pemerintah (Tahir, 2014: 115). 
Makna dari transparansi dalam penyelenggaran pemerintah daerah dapat 
dilihat dalam dual hal, yaitu : 
a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat 
b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 
pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi 
dan nepotisme. 
Annisaningrum (2010: 2), menyatakan transparansi adalah memberikan 
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 
daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-
undangan. Penyelengaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria 
adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan 
keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan 
ketersediaan informasi kinerja. 
Transparasi merupakan salah satu prinsip good governance. Prinsip 
transparansi menurut Werimon, dkk (2007: 8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi 
publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah 
diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan 
dengan berbagai hal dalam kontek pembangunan yang berkaitan dengan 
masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan.  
Kerangka konseptual dalam membangun transparansi organisasi sektor publik 
dibutuhkan empat komponen yang terdiri dari adanya sistem pelaporan  keuangan, 
adanya sistem pengukuran kinerja, dilakukannya auditing sektor publik, 
berfungsinya saluran akuntabilitas publik (channel of accountability) (Werimon, 
2007: 8). 
Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparansin yang 
diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalahh : 
a. prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling 
merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik. 
b. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus 
dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /baasan yang telah 
ditentukan. 
c. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar bupati dengan aparatnya 
serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan 
terpenuhi. 
d. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara 
signifikan. 
Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal 
yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang 
pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip 
dan nilai transparansi dalam peroses kepemerintahan daerah mendukung visi dan 
misi yang dimiliki (Arifiyanto, 2014).  
2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa 
Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah 
mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak 
yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip 
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 
mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (suci Indah, 
2015).  
3. Indikator Transparansi 
Menurut Mardiasmo (2002: 19), transparansi adalah keterbukaan (openness) 
pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan 
dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam mengambil keputusan. Indikator transparansi adalah 
sebagai berikut: 
a. Pengumuman pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat 
meningkatkan tranparansi. 
b. Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka. 
c. Mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat. 
d. Pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap 
waktu. 
e. Pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan. 
 
2.1.5.  Akuntabilitas 
1. Konsep Akuntabilitas 
Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, 
hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep 
akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif 
kepemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang 
mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan 
masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak 
mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini kepemerintahan yang pada 
akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu 
munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan 
dan administrasi negara di Indonesia (Auditya, 2013).  
Akuntabilitas   dalam   penyelenggaraan   pemerintahan daerah diartikan 
sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan 
pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan   di   daerah   dalam   rangka   otonomi   
daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun 
kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus 
bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat 
dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah 
(Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015). 
 Menurut Mahsun (2015: 169) Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk 
pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa siapa organisasi atau 
pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa oerganisasi 
bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami 
sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi 
amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 
tersebut.  
 Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 
melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik 
(Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013: 30). Annisaningrum (2010: 1) mengatakan 
bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.  
Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban 
atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria 
Akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, 
spenyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. 
Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam menurut Mahsum, et al 
(2004: 50) yaitu: 
a. Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup 
laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, 
penyimpanan, serta pengeluaran. 
b. Akuntabilitas Manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup 
terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan 
terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas. 
c. Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada 
pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas 
etika, moralitas serta kepastian hukum. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang 
pertanggungjawaban bahwa: 
a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 
anggaran. 
b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri 
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Peraturan  Desa  tentang  laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, dilampiri: 
1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan 
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan 
2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran berkenaa 
3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 
masuk ke desa. 
2. Indikator Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses 
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan 
masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran 
tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban 
atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2002: 105). 
Indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut: 
a. Laporan keuangan digunakan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban 
kepada publik. 
b. Laporan penggunaan anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat 
kepada seluruh masyarakat. 
c. Kepentingan publik dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam 
penyusunan Alokasi Dana Desa. 
d. Laporan keuangan pemerintah desa merupakan barang rahasia sehingga 
masyarakat tidak perlu tahu. 
e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara continue. 
3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 
Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa 
mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk: 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam 
sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat 
Desa. 
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. 
e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka, serta bertanggung jawab. 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
Tabel 2.3 
Hasil Penelitian Yang Relevan 
No   Peneliti  Judul  Hasil Penelitian  
1. Faridah dan 
Suryono (2015) 
Transparansi 
Dan 
Akuntabilitas 
Pemerintah 
Desa Dalam 
Pengelolaan 
Anggaran 
Pendapatan 
Dan Belanja 
Desa 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepala 
desa didesa sidogedungbatu 
kecamatan sangkapura 
kabupaten gresik telah 
melaksanakan prinsip-prinsip 
transparansi dan 
akuntabilitas pada 
pengelolaan APBDesa tahun 
anggaran 2013. 
Tabel Berlanjut 
Lanjutan Tabel 2.3 
No  Peneliti Judul Hasil 
   Secara umum transparansi 
dan akuntabilitas di desa 
tersebut sudah berjalan baik 
walaupun masih ada 
beberapa kelemahan yang 
masih harus diperbaiki. 
2. Iqsan (2016) Transparansi 
Pemerintah 
Desa Dalam 
Penyusunan 
Anggaran 
Pendapatan An 
Belanja Desa 
Di Desa Long 
Nah 
Kecamatan 
Muara 
Ancalong 
Kabupaten 
Kutai Timur 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
penerapan prinsip 
transparansi oleh pemerintah 
desa dalam penyusunan 
anggaran pendapatan dan 
belanja desa di desa Long 
Nah sudah terlaksana dengan 
baik. Hal ini dapat dilihat 
bagaimana pemerintah desa 
dapat memenuhi transparansi 
muli dari menyediakan 
pengumuman kebijakan 
anggaran desa, menyediakan 
dokumen anggaran, dan 
mudah diakses oleh 
masyarakat, menyediakan 
laporan pertanggungjawaban 
yang tepat waktu, 
mengakomodir suara atau 
usulan masyarakat dan 
menyediakan sistem 
pemberian informasi kepada 
masyarakat desa. 
 Hendra Kurniawan 
(2014) 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Alokasi Dana 
Desa (Studi 
Kasus Di Desa 
Sukowilangun 
Kecamatan 
Kalipare 
Kabupaten 
Malang tahun 
2014) 
Hasil yang diperoleh dari 
penelitian ini yakni: 
Perencanaan ADD di desa 
Sukowilangun secara 
bertahap sudah melaksanakan 
konsep pembangunan 
partisipatif masyarakat desa 
yang dibuktikan dengan 
penerapan prinsip 
partisipatif, transparasi dalam 
rangka mewujudkan 
pemberdayaan 
Tabel berlanjut 
 Lanjutan tabel 2.3 
No Peneliti Judul Hasil Penelitian 
    masyarakat desa melalui forum 
Musrenbangdes(Musyawarah 
Perencanaan, Pembangunan 
Desa). Pelaksanaan program 
ADD di desa Sukowilangun 
telah menerapkan prinsip 
partisipatif dan transparan. 
Pertanggungjawaban ADD baik 
secara teknis maupun 
administrasi sudah baik, namun 
dalam hal pertanggungjawaban 
administrasi keuangan 
kompetensi sumber daya 
manusia yang terbatas menjadi 
kendala utama. Dalam 
pertanggung jawaban dilihat 
secara hasil fisik sudah 
menunjukkan pelaksanaan yang 
akuntabel dan transparan, 
namun dari sisi administrasi 
masih diperlukan adanya 
pembinaan lebih lanjut, karena 
belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan 
4.  Hanifah & 
Praptoyo (2015) 
Akuntabilitas 
Dan 
Transparansi 
Pertanggungja
waban 
Anggaran 
Pendapatan 
Belanja Desa 
(APBDes) 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Manajemen keuangan 
Desa Kepatihan sudah 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No.37 tahun 2007 
yang menunjukkan pelaksanaan 
yang akuntabel dan transparan 
yang dilihat dari pelaporan 
pertangungjawaban Anggaran 
Pendapatan Belanja Desa 
(APBDesa), namun dari sisi 
pencatatan akuntansi masih 
diperlukan adanya pembinaan 
dan pelatihan lebih lanjut, 
karena belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan. 
Tabel berlanjut 
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5.  Adiwirya dan 
Sudana (2015) 
Akuntabilitas, 
Transparansi,D
an Anggaran 
Berbasis 
Kinerja Pada 
Satuan Kerja 
Perangkat 
Daerah Kota 
Denpasar 
Temuan ini menunjukkan 
bahwa akuntabilitas dan 
transparansi memang 
dipersepsikan memiliki 
peranan yang sangat penting 
dalam penyusunan anggaran 
berbasis kinerja. Penelitian ini 
juga menemukan bahwa para 
responden menempatkan 
keterbukaan atau transparansi 
sebagai faktor yang lebih 
penting dari faktor 
akuntabilitas. 
6. Palupi (2012) Pengawasan 
Keuangan 
Daerah 
Dengan 
Akuntabilitas 
Dan Partisipasi 
Masyarakat 
Sebagai 
Moderasi 
Dengan adanya akuntabilitas 
dan partisipasi 
masyarakatdapat 
meningkatkan hubungan atau 
pengaruh antara pengetahuan 
dewan tentang anggaran 
terhadap pengawasan 
keuangan daerah, sehingga 
anggota dewan mulai 
memahami tentang pentingnya 
kedua aspek tersebut 
7.  Auditya (2013) Analisis 
Pengaruh 
Akuntabilitas 
Dan 
Transparansi 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 
Terhadap 
Kinerja 
Pemerintah 
Daerah 
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan pada bab 
sebelumnya, maka dapat 
diambil kesimpulan: 
1. Akuntabilitas pengelolaan 
keuangan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Dengan 
demikian semakin tinggi dan 
akuntabel pengelolaan 
keuangan daerah di setiap 
SKPD maka akan dapat 
meningkatkan kinerja 
pemerintah Provinsi Bengkulu. 
2. Transparansi pengelolaan 
keuangan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah Provinsi Bengkulu. 
Tabel berlanjut 
Lanjutan tabel 2.3 
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   Dalam hal ini, semakin tinggi 
tingkat transparansi pengelolaan 
keuangan maka kinerja 
pemerintah Provinsi Bengkulu 
juga akan semakin baik. Akan 
tetapi dalam penerapan 
transparansi, beberapa SKPD 
belum melakukan azas-azas 
transparansi secara optimal. 
8. Nafidah dan  Anisa 
(2015) 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Keuangan 
Desa di 
Kabupaten 
Jombang 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
berdasarkan Peraturan Bupati 
Nomor 33 Tahun 2015 tentang 
pengelolan Keuangan Desa 
secara garis besar pengelolaan 
Keuangan Desa telah mencapai 
akuntabilitas. Selain itu masih 
diperlukan adanya 
pendampingan desa dari 
pemerintah daerah yang intensif 
dalam membantu desa untuk 
mewujudkan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan Desa 
9. Liando, Lambey 
dan Wokas (2017) 
Analisis 
Pengelolaan 
Dan 
Pertanggungja
waban 
Anggaran 
Pendapatan 
Dan Belanja 
Desa Di Desa 
Kolongan 
Kecamatan 
Kombi 
Kabupaten 
Minahasa 
Hasil penelitian menunjukan 
bahwa prosedur pengelolaan 
keuangan yang ada di Desa 
Kolongan sudah cukup baik dan 
telah sesuai dengan UU No. 6 
Tahun 2014 tentang desa namun 
yang menjadi masalah hanya di 
SDM khususnya perangkat desa 
yang masih belum terlalu 
memaham teknis pembuatan 
laporan pertanggungjawaban 
10. Kumalasari dan 
Riharjo (2016) 
Transparansi 
Dan 
Akuntabilitas 
Pemerintah 
Desa Dalam  
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemerintah 
Desa Bomo Kecamatan 
Rogojampi Kabupaten 
Banyuwangi telah 
melaksanakan prinsip-prinsip 
Tabel berlanjut 
Lanjutan Tabel 2.3 
No Peneliti  Judul  Hasil Penelitian 
  Pengelolaan 
Alokasi Dana 
Desa 
transparansi dan akuntabilitas 
pada pengelolaan ADD. 
Perencanaan dan pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa telah 
menerapkan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. 
Sedangkan 
Pertanggungjawaban ADD 
secara fisik sudah 
menunjukkan pelaksanaan 
yang transparan dan akuntabel, 
namun dari sisi administrasi 
masih diperlukan adanya 
perbaikan sehingga perlu 
pembinaan lebih lanjut, karena 
belum sepenuhnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang undangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  BAB III  
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1. Desain Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif.  menurut Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 
dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 
dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metoda alamiah.  
Menurut Sangdji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian 
terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang 
meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, 
keadaan, ataupun prosedur . 
 
3.2. Subyek Penelitian 
Pada bagian ini menjelaskan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 
pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini informan diambil secara 
purposive sampling dan accidental sampling. 
Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 61). 
Accidental sampling juga dikenal sebagai sampling peluang, convenience 
sampling atau pengambilan sampel bebas, adalah non probabilitas sampling, 
teknik dimana subyek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka 
kepada peneliti. Subyek dipilih hanya karena mereka paling mudah untuk 
merekrut studi. Dalam semua bentuk penelitian, akan sangat ideal untuk menguji 
seluruh penduduk, tetapi dalam banyak kasus populasi terlalu besar sehingga 
mustahil untuk menyertakan setiap individu. Ini adalah alasan kenapa para 
peneliti sebagian besar bergantung pada teknik ini.  
Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian adalah kepala desa, sekretaris 
desa, bendahara desa, kabid pembangunan, RW, RT dan tokoh masyarakat yaitu 
pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDesa dengan tujuan untuk 
mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa yang diterapkan 
di desa tersebut. 
 
3.3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah : 
1. Data Primer 
Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat 
dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, 
mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibituhkan data tersebut dengan yang 
tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya 
dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data 
primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam 
pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari. 
 
 
 
2. Data Sekunder 
Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia 
dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
dari dokumen-dokumen pemerintah desa Gondangsari. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik 
pengumpulan data, yaitu : 
3.4.1. Observasi 
Observas diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 
terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), 
teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, 
lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. 
3.4.2. Wawancara 
Dalam penelitian ini wawancara memegang peran pentimg karena di 
gunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. 
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan 
informasi (Noerdiawan, 2010: 180). 
Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang 
berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi 
secara langsung dengan aparat pemerintah desa yang  bertugas pengelola 
APBDes.  Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, 
para pengguna APBDes, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam 
menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti membuang 
informan yang tidak layak. 
Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk menghindari kehilangan 
informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat 
perekam. 
3.4.3. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa 
dan Kelurahan Desa Gondangsari sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini 
dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki 
Pemerintah Desa dan Kelurahan Desa Gondangsari terkait dengan pelaksanaan 
APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan 
manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data 
yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi. 
 
3.5. Teknik Analisis Data 
Sugiono (2010:  244), menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mencari 
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi sengan cara mengorganisasikan data sintetis, 
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 
dan orang lain. 
Menurut Faridah (2015), Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data 
dilakukan sebagai berikut : 
1. Mengorganisir Data 
Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak 
terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan 
draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis 
data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar 
kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian 
menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman 
tersebut.Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah 
didapatkan.  
Dan dari interview (wawancara) pada penelitian ini disusun secara sistematis. 
Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data 
tersebut. 
2. Penyederhanaan Data 
Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan 
dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak 
penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya.  
Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang 
diperoleh oleh peneliti berupa simbol, statement, kejadian, dan lainnya. Sehingga 
akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak 
dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif)sehingga tidak dapat digunakan 
secara langsung untuk analisis. 
 
 
3. Proses Analisis Data 
Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti 
sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut 
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 
tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel. 
4. Hasil Interprestasi 
Hasil interprestasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian 
ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interprestasi tidak bersifat 
bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut.  Dalam melakukan interprestasi, 
penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian.  
Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk 
menggambarkan interprestasi dan pandangan Kepala Bagian Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan Desa Gondangsari. Interprestasi atas data yang didasarkan pada 
teori legitimasi dan teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data 
dilapangan, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan. 
 
3.6. Validitas dan Reliabilitas Data 
Untuk menguji keabsahan sata yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi 
sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 
(Meleong, 2005: 330). 
Menurut Meleong (2005: 178), teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan 
jalan berikut : 
1. Membangdingkn data hasil pengamatan denga data hasil wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 
4. Membandingkan keadaan dan perspektiktif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan 
menengah atau timggi, orang berada dan pemerintah 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten 
1. Kondisi Fisik 
Kabupaten merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah 
yang secara geografisterletak diantara 100
o
 34’57, 79’’ BT dan 110o 35’40, 79’’ 
BT serta 7
o
 46’ 15’’ LS dan 7o 46’ 58’’ LS, dengan luas wilayah 3.373.917 Ha. 
Batas wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut: 
a. Batas Utara : Kabupaten Dati II Boyolali 
b. Batas Barat : Kabupaten DatiII Sleman (DIY) 
c. Batas Selatan : Kabupaten Dati II Gunung Kidul (DIY) 
d. Batas Timur : Kabupaten Dati II Sukoharjo 
2. Kondisi Non Fisik 
Secara administratif Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 
desa dan 10 kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. Desa 
swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan 
mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan 
pembangunan regional.  
Dalam   upaya pengembangan dan pembangunan, wilayah Kabupaten 
Klaten terbagi dalam struktur tata ruang   wilayah.   Struktur   tata   ruang wilayah   
dibuat   berdasarkan   pembagian   Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yang terdiri 
dari : 
a. SWP I, meliputi Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten 
Selatan, Kalikotes, Wedi,  Gantiwarno, Jogonalan,  Kebonarum,  
Karangnongko, dan   Ngawen,  dengan pusat pertumbuhan di Kota 
Klaten. 
b. SWP II, meliputi Kecamatan Delanggu, Polanharjo, Wonosari, dan 
Juwiring, dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Delanggu. 
c. SWP   III,   meliputi   Kecamatan   Prambanan,   Manisrenggo   dan 
Kemalang,   dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Prambanan. 
d. SWP   IV,   meliputi   Kecamatan   Bayat,   Cawas,   dan   Trucuk,   
dengan pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Cawas. 
e. SWP   V,   meliputi   Kecamatan   Pedan,   Ceper,   dan   Karangdowo, 
dengan   pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Pedan.  
f. SWP   VI,   meliputi   Kecamatan   Jatinom,   Tulung,   dan   Karangaom, 
dengan   pusat pertumbuhan di Kota Kecamatan Jatinom. 
Pengembangan kawasan peruntukan industri ditetapkan sebagai berikut: 
a. Kecamatan Ceper sebagai sentra industri cor logam  
b. Kecamatan Pedan sebagai sentra industri tenun ATBM  
c. Kecamatan Wedi sebagai sentra industri konveksi  
d. Kecamatan   Juwiring dan   Kecamatan   Trucuk   sebagai   sentra 
industrimebel/furnitur 
e. Kecamatan Bayat sebagai sentra industri gerabah/keramik 
f. Kecamatan Trucuk dan Manisrenggo sebagai sentra industri 
tembakauasapan  
g. Kecamatan Ngawen sebagai sentra industri soon  
h. Kecamatan Jogonalan sebagai sentra makanan kecil 
 
4.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Juwiring 
1. Keadaan Geografis Kecamatan Juwiring 
Kecamatan Juwiring memiliki luas wilayah 29,79 km2 dengan jumlah 
penduduk sebanyak 61.011 jiwa (Pemkab Klaten, 2010). Secaraadministratif 
terdapat19 desa dan 208 dukuh.  
Batas wilayah Kecamatan Juwiringsebagai berikut: 
a. Batas Utara  : Kecamatan Wonosari  
b. Batas Barat  : Kecamatan Delanggu  
c. Batas Selatan : Kecamatan Pedan, Kecamatan Karang dowo, 
Kecamatan Ceper.  
d. Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo 
Berikut ini 19 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Juwiring: 
Tabel 4.1 
Jumlah kelurahan di Kecamatan Juwiring 
1) Bolopleret  6) Jetis 11) Kwarasan 16) Taji  
2) Bulurejo  7) Juwiran  12) Mrisen 17) Tanjung  
3) Carikan  8) Juwiring  13) Pundungan 18) Tlogorandu  
4) Gondangsari  9) Kenaiban  14) Sawahan  19)Trasa 
5) Jaten  10) Ketitang 15) Serenan   
Sumber: profil juwiring 
 
 
 
 
 
 
 2. Keadaan Alam Kecamatan Juwiring 
Kecamatan Juwiring mempunyai ketinggian dibawah 100 meter di atas 
permukaan air laut. Hal tersebut menjadikan wilayah Kecamatan Juwiring 
memiliki permukaan tanah yang landai. Sebagian besar merupakan lahan 
pertanian. Berada di daerah iklim tropis-lembab dengan spesifikasi sebagai 
berikut: suhu rata-rata tiap tahun 26,9 derajat celcius. Kecepatan angin rata-rata 
0,5 knot. Curah hujan 16,9 mm dan kelembapan 78,7 mb. 
 
4.1.3. Gambaran Umum Desa Gondangsari 
1. Sejarah Desa 
Pada saat itu ada suatu dukuh dan masih dalam keadaan balong atau belum 
banyak ditempati orang. Kemudian didatangi sekelompok bangsa belanda yang 
diketuai pleh seorang putri yang bernama Ny. Jipro Bruton Van Grollyang berasal 
dari Desa Gondangsari asistenan Baki Kabupaten Surakarta. Kedatangan 
sekelompok belanda tersbut berniat untuk menyewa tanah sawag yang seluas +- 
27 Ha selama 25 tahun. Kemudian karena sudah lama bertempat tinggal dan 
berasal dari daerah desa Gondangsari Asistenan Baki maka lama kelamaan 
dikenal dengan Dukuh Gondangsari.  
Agar usaha pertanisannya aman dan baik, Ny. Bruton usul kepada 
pemerintah belanda dan kasunanan agar dukuh Gondangdasri diberi penguasa 
desa yang disebut Lurah Desa yang letaknya tidak jauh dari kediamannya. 
Penjabat Lurah Desa Gondangsari tersebut dibantu oleh seorang kami tua, carik 
desa, kebayan I, kebayan II, Ulu-ulu, dan Modin, serta mempunyai wilayah 
pedukuhan meliputi persewaan sawah-sawahnya yaitu Dukuh Gondangsari, 
Titang, Kedungpacul dan Gondanglegi. 
Letak daerah Desa Gondangsari berdampingan dengan daerah klurahan 
jetis/padas dan dibawah pemerintahan asisten wedono Juwiring kewedanan 
delanggu kabupaten klaten. Kelurahan jetis dipimpin oleh seorang kepala desa 
dan dengan dibantu oseorang kami tua, carik desa, kebayan desa, ulu-ulu, dan 
seorang modin. Adapun kelurahan desa jetis/ padas mempunyai wilayah daerah 
pendukuhan yaitu dukuh panjangan, jetis, padas, karangwuni, hondanglegi 
tegalan, dan dukuh lojembut/losari. 
Pada tahun 1920 telah berjalan peraturan baruyang disebut komplet. 
Mengingat dari desa gondangsari dan kelurahan jetis/padas masing-masing 
daerahnya jumlah penduduknya sangat kecil, maka pemerintah mengadakan 
penggabungan 2 kelurahan menjadi satu dan nama dari penggabungan dua 
kelurahan menjadi satu tersebut yaitu kelurahan/desa Gondangsari dan sampai 
sekarang menjadi satu Desa Gondangsari yang dipimpin oleh seorang kepala desa 
dan dibantu oleh seorang sekretaris desa, kadus I, kadus II, kadus III, kaur umum, 
kaur kesra, kaur keuangan, keur pemerintahan, dan kaur pembangunan. 
2. Aspek Geografis 
Desa Gondangsari merupakan salah satu desa di Jawa Tengah dengan 
batas desa: 
a. Sebelah Utara  : Desa Serenan, Kec. Juwiring 
b. Sebelah Timur : Sukoharjo Bengawan Solo 
c. Sebelah Selatan : Desa Babadan, Kec. Karangdowo 
d. Sebelah Barat  : Desa Ketitang, Kec. Juwiring 
Luas wilayah desa Gondangsari 215.095 Ha, yang terbagi IX RW dan 24 RT, 
meliputi : 
Tabel 4.2 
Jumlah RW,RT desa gondangsari 
 
DUKUH RW RT 
Panjangan I 1 
Panjangan I 2 
Jetis I 3 
Jetis II 4 
Jetis II 5 
Jetis II 6 
Padas III 7 
Padas III 8 
Padas III 9 
Karangwuni IV 10 
Karangwuni IV 11 
Karangwuni IV 12 
Tegalan V 13 
Losari V 14 
Gondanglegi VI 15 
Gondanglegi VI 16 
Gondanglegi VII 17 
Gondanglegi VII 18 
Titang VIII 19 
Gondangsari VIII 20 
Kedungpacul IX 21 
Kedungpacul IX 22 
Kedungpacul IX 23 
Jetis I 24 
Sumber:  RPJMDes Gondangsari
 
 
3. Jumlah Penduduk 
a. Jumlah Kepala Keluarga  : 1.368 KK 
b. Jumlah Penduduk Menurut Jeniskelamin 
1) Laki-Laki  : 2.228 Orang 
2) Perempuan  : 2.204 Orang 
3) Jumlah Total : 4.432 Orang 
c. Jumlah Penduduk Menurut Per RT 
Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Menurut Per Rt 
Dukuh RT 
jenis kelamin 
laki-laki perempuan 
Panjangan  1 116 122 
Panjangan  2 99 92 
Jetis  3 75 81 
Jetis  4 84 88 
Jetis  5 137 131 
Jetis  6 117 116 
Padas 7 77 69 
Padas  8 55 50 
Padas  9 50 57 
Karangwuni   10 158 135 
Karangwuni   11 130 137 
Karangwuni 12 118 120 
Tegalan  13 85 78 
Losari  14 76 70 
Gondanglegi 15 50 57 
Gondanglegi 16 63 66 
Gondanglegi 17 71 71 
Gondanglegi 18 122 106 
Titang 19 83 82 
Gondangsari 20 84 87 
Kedungpacul  21 93 102 
Kedungpacul 22 74 67 
Kedungpacul 23 67 74 
Jetis 24 98 112 
Sumber: Data Monografi Desa Gondangsari 
d.   Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama 
1) Islam  : 4.356 orang 
2) Kristen : 22 orang 
3) Katolik : 41 orang 
4) Hindu : 13 orang 
5) Budha : -  
6) Total : 4.432 orang 
e. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Tabel 4.4 
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
 
 
Sumber: Data Monografi Desa Gondangsari 
 
 
 
 
 
Mata Pencaharian Jumlah 
PNS 44  
ABRI/POLRI 5 
Pensiunan 27 
Petani 201 
Swasta 299 
Pedagang 104 
Buruh tani 220 
Tukang 238 
f. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Tabel 4.5 
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkatan Jumlah 
Tamat SD 1.298 
Tamat SLTP 805 
Tamat SLTA 746 
Tamat D3 84 
Tamat S1 90 
Tamat S2 - 
Tamat S3 - 
Sumber: Data Monografi Desa Gondangsari 
g. Jumlah Penduduk Menurut Penderita Cacat 
Tabel 4.6 
Jumlah Penduduk Menurut Penderita Cacat 
 
Penderita Jumlah 
Tubuh 10 
Netra 9 
Mental 2 
Sumber: Data Monografi Desa Gondangsari 
 
 
 
 
 
 
4. Struktur Pemerintahan Desa 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Desa Gondangsari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: RPJMDes Desa Gondangsari 
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Gambar 4.2 
Struktur Organisasi BPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: RPJMDes Desa Gondangsari 
 
Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan desa tersebut iatas, 
maka tugas-pokok fungsi masing-masing kelembagan sebagai berikut : 
a. Kepala Desa 
1) meningkatkan kesejahteraan rakyat 
2) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat 
3) melaksanakan kehidupan demokrasi 
4) menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik 
 
 
Ketua 
Jahuri bakri, Spd 
Wakil ketua 
Winardi 
Anggota 
Sarpan 
Anggota 
Sumardi 
Anggota 
Sunardi 
Anggota 
mujiman 
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Aris Warito 
Sekretaris 
Budiyono 
Anggota 
Arif Suahari 
b. BPD 
1) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 
desa 
2) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat 
3) Memproses pemilihan kepala desa 
c. Sekretaris Desa 
Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan 
pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bhan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintah desa 
d. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)  
Memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 
pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan 
desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok 
yang dimiliki bendahara lainnya adalah :  
1) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam 
rangka pelaksanaan APBD  
2) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang 
yag menjadi tanggungjawabnya melalui laporan 
pertanggungjawaban  
3) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ 
surat berharga dalam pengelolaannya  
4) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah  
5) Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan 
untuk dibayarkan  
6) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari 
pembayaran yang dilakukannya  
7) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara  
8) Mengelola rekening tempat penyimpanan dan  
9) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa 
10) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 
perencanaan desa  
11) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi 
penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan  
12) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja 
pelaksanaan tugas kerjabersama  
13) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa 
sesuai dengan tugas dan fungsinya  
14) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala 
Desa. 
e. Kaur Pemerintahan 
Menyusun dan mengevaluasi pelksanaan program-program dibidang 
pemerintahan. 
 
 
f. Kaur Pembangunan 
Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan, serta 
menyusun laporan dibidang pemerintahan. 
g. Kaur Umum 
Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemsyarakatan dan 
sosial. 
5. Visi dan Misi Desa Gondangsari 
Visi Desa Gondangsari adalah “manunggaling cipto, roso, karso bangun 
desa”. Visi merupakan cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap 
warga Desa Gondangsari. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat 
desa yang rukun, kompak, dan bersatu dalam satu kesatuan bersama-sama 
membangun Desa Gondangsari. 
Adapun misi Desa Gondangsari antara lain sebagai berikut : 
a. meningktkan pelayanan kepada masyarakat 
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan 
c. mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
masyarakat desa Gondangsari yang bertumpu pada IPTEK dan IMTAQ. 
d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan 
e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya 
yang memadai 
f. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat dengan 
menumbuhkembangkan perekonomian mandiri 
g. Meningkatkan kemampuan dan perana wanita dalam semua aspek 
kehidupan. 
 
4.2. Hasil Penelitian 
42.1. Program APBDes Desa di Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten 
Untuk melaksnakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan 
hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring 
Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut: 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa 
2. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 
2007 Perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota Kepada Desa 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
pengelolaan Keuangan Desa  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun2008 Tentang Sumber 
Pendapatan Desa 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi 
Dana Desa 
 
4.2.2. Implementasi pengelolaan APBDes 
Berikut adalah laporan APBDes tahun 2017 di desa Gondangsari: 
 
 
Tabel 4.7 
Laporan APBDes tahub 2017 desa Gondangsari 
Kode 
Rekening 
Uraian Anggaran Ket  
1 PENDAPATAN 2.057.483.676  
1.1 Pendapatan Asli Desa 157.000.000  
1.1.1 Hasil Usaha Desa   
1.2 Pendapatan Transfer 1.900.483.676  
1.2.1 Dana Desa 815.820.000  
1.2.2 Bagian dari hasil pajak&retribusi 
daerah kabupaten 
28.444.676  
1.2.3 Alokasi Dana Desa 355.219.000  
1.2.4 Bantuan Keuangan 701.000.000  
1.2.4.1 Bantuan Propinsi 235.000.000  
1.2.4.2 Bantuan Kabupaten 466.000.000  
1.3 Pendapatan Lain-lain   
 Jumlah pendapatan 2.057.483.676  
Sumber : data laporan APBDes  
Seperti yang dikemukakan oleh Arifiyanto (2014), prinsip atau kaidah-
kaidah good governance adalah adalah partisipasi, transparansi dan 
kebertannggungjawaban  dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. 
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai sebuah dokumen public 
sudah seharusnya disusun secara partisipatif. Rakyat yang hakekatnya sebagai 
pemilik anggaran haruslah diajak bicara darimana dan berapa besar pendapatan 
desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa di belanjakan. Dengan 
demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat 
benar-benar akan terwujud. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan APBDes, hal 
ini diharapkan menjadi kajian yang menarik karena pengelolaan APBDes yang 
sudah berjalan lama sehingga sudah pasti direncanakan lebih baik pengelolaannya 
dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa 
tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. 
Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan 
masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan 
responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban secara lengkap. 
 
4.2.3.  Perencanaan 
Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. APBDes 
merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang 
diselenggarakan oleh pemerintahan desa.Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam 
Subroto (2009) adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan 
keptususan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili 
kepentingannya. Program APBDes di Desa Gondangsari  juga dilaksanakan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat dan dalam pembangunan desa. 
Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pendapat dari kepala 
desa Gondangsari yang menyatakan bahwa proses dari  APBDes  pemerintahan 
desa mengundang RT, RW, dan masyarakat  guna memberikan kesempatan pada 
warga untuk mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan 
tersebut. Dalam hal ini  kepala desa mendapat masukan dari lingkungan. Jadi  
perencanaan dalam pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 
Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan masukan 
dari masyarakat desa, RT, dan RW. Setelah itu di RAPBDesa (Rancangan 
anggaran pendapatan dan belanja desa), kemudian RAPBDes dimusyawarakan 
dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi sebelum ditetapkan APBDes menggali 
masukan dari masyarakat, selanjutnya pemerintah desa membuat RAPBDes dan 
dimusyawarakan dengan lembaga BPD. Setelah dimusyawarakan dan mendapat 
kesepakatan atau kesepahaman maka ditetapkan yang namanya APBDes. (hasil 
wawancara dengan Bapak Sumanto). 
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari sekertaris Desa Gondangsari 
yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Gondangsari 
sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias hadir 
dalam memberikan masukan program. Dan pada saat pelaksanaan masyarakat ada 
yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan melakukan 
gotong royong setiap hari. (Hasil Wawancara dengan Bapak Eko). 
Selanjutnya kepala desa juga menambahkan pertanyataan bahwa Semua 
perangkat desa dan BPD di wajibkan untuk mengikuti musrenbangdes yang 
berkaitan dengan pembangunan. Selain itu kepala desa juga mengundang tokoh 
masyarakat seperti RW, RT, tokoh agama, dan juga masyarakat. (hasil wawancara 
dengan Bapak Sumanto). 
Seperti yang disampaikan pula oleh ketua rt 11 Desa Gondangsari yang 
menyatakan bahwa ketika  mendapat undangan  musrenbangdes dan tidak sedang 
ada acara maka bapak purno  selalu  hadir dalam musrenbangdes. (hasil 
wawancara dengan Bapak Purno). 
Mekanisme perencanaan APBDes secara kronologis dapat dijabarkan 
sebagai berikut : 
 
 
Gambar 4.3 
Alur Penyusunan APBDesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam 
memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat 
terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari 
partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaa penggunaan dana dapat 
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dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan 
data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Gondangsari sebagai 
berikut: 
 
Tabel 4.8 
Tingkat kehadiran masyarakat desa Gondangsari pada forum musyawarah 
 
No  Unsur yang diundang Jumlah undangan Jumlah hadir % 
1 Kepala desa 1 1 100 
2 BPD 9 9 100 
3 RW 9 9 100 
4 RT 24 20 96 
5 Perangkat desa 10 10 100 
6 Unsur masyarakat 15 12 96 
 Jumlah 68 65 100 
Sumber: Absensi musrenbangdes desa Gondangsari 
 Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa jumlah undangan 68 dan 
jumlah yang hadir 65 dengan presentase sebesar diatas 90% sehingga 
menunjukkan bahwa partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat desa 
Gondangsari terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini 
menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan 
pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari 
APBDes harus benar-benar mampuu menampung aspirasi masyarakat. 
 Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari sekertaris desa Gondangsari yang 
menyatakan bahwa kepala desa mengundang dalam bentuk musdes, disana semua 
usulan-usulan kami tampung, selanjutnya memilih yang lebih utama dan 
disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak. (hasil wawancara dengan 
Bapak Eko). 
 Seperti yang disampaikan pula oleh Bapak Suprapto yang menyatakan 
bahwa Semua usulan dari peserta musrenbangdes ditampung menjadi satu, 
kemudian di evaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya 
disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Suprapto). 
 Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan. Bila perencanaan itu 
dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 
pelaksanaan dan kemudian hasil kegiatan. Ketetapan perencanaan itu akan 
terjamin bila dalam prosesnya benar-benar mengacu pada ketentuan dan 
didasarkan pada azas-azas pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini azas-azas 
yang mewujudkan proses perencanaan adalah : 
Tabel 4.9 
Asas-Asas Mewujudkan Proses Perencanaan 
Azas   Penerjemahanya dalam 
perencanaan   
Yang dibutuhkan  Partisipasi 
Partisipasi 1. Pemerintah Desa membuka 
ruang /mengikutsertakan 
masyarakat dalam menyusun 
RKPDesa maupun rancangan 
APBDesa 
2. BPD melakukan konsultasi 
dengan masyarakat sebelum 
membahas rancangan 
APBDesa bersama pemerintah 
desa  
3. Pemerintah memberikan 
masukan kepada Pemerintahan 
desa dan/ atau BPD 
 
1. Komitmen Kepala Desa 
untuk melibatkan masyarakat 
secara optimal 
2. Warga masyarakat yang 
memahami ketentuan 
maupun teknis penyusunan 
APBDesa 
3. Tata kerja BPD untuk 
menyerap dan menampung 
aspirasi masyarakat 
Transparansi Mengumumkan, 
menginformasikan jadwal, 
agenda, dan proses 
1. Sosialisasi dilakukan secara 
resmi oleh Pemerintahan 
Desa dan BPD 
perencanaan, serta hasil 
perencanaan secara terbuka 
kepada masyarakat 
2. Sarana prasarana 
pemberitahuan informasi 
3. Warga peduli informasi 
Akuntabilitas 1. Proses (tahap kegiatan) 
dilakukan sesuai ketentuan 
2. Kegiatan dilakukan oleh pihak 
yang berkompeten 
3. Rencana disusun bedasarkan 
aspirasi masyarakat dan data 
1. Mengumpulkan, 
mensosialisasikan ketentuan 
dan proses penyusunan 
APBDesa 
2. Pembahasan rancangan 
APBDesa dilakukan secara 
terbuka, dalam arti dapat 
dihadiri oleh masyarakat 
3.  
Tabel Berlanjut 
Lanjutan Tabel 4.9 
Azas   Penerjemahanya dalam 
perencanaan   
Yang dibutuhkan  
Partisipasi 
 1.  Warga yang peduli 
pembahasan APBDesa 
Tertib dan 
Disiplin 
1. Mengalokasikan anggaran 
dalam jumlah tertentu 
dalam APBDesa untuk 
membiayai proses 
perencanaan 
2. Anggaran dimaksud 
digunakan secara tepat 
jumlah dan hanya untuk 
kegiatan perencanaan 
Rincian kegiatan dalam 
proses perencanaan yang 
membutuhkan dukungan 
pendanaan secara wajar 
 
Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang 
dibutuhkan oleh masyarakat Desa Gondangsari. Untuk melaksanakan program 
kerja maka tim pelaksana desa harus melihat Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa tahun 2017 yang berisi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 
Desa yang merupakan acuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes 
(RKPDes). Dengan adanya RKPDes, pembangunan kedepan berorientasi kepada 
kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik dan kekuasaan pribadi 
sehingga diutamakannya skala prioritas yang telah ditetapkan didalam RKPDes 
lewat musrenbangdes, pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan dan 
sasaran yang diinginkan dengan melihat keadaan desa. 
Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan 
pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. 
Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat 
diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
4.2.4.  Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari 
APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Gondangsari. 
Kepala Desa mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang 
direncanakan oleh desa melalui tilik dusun dan memberitahukan besaran APBDes 
untuk tahun Anggaran berjalan, setelah tilik dusun selesai dilaksanakan maka 
Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa 
(Musrenbangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, RW 
dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.  
Berdasarkan hasil musrenbangdes, Pemerintah desa bersama-sama dengan 
BPD menyusun rencana kerja RKPDes, Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes. Berdasarkan APBDes, Tim pelaksana desa menyusun rencana anggaran 
biaya (RAB) dan rencana penggunaan dana (RPD) ADD untuk penyelenggaraaan 
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  
Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan 
bahwa  berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan dengan 
perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan yang dilaksanakan oleh 
TPK dengan apa yang menjadi usulan masyarakat maka TPK menyusun RAP. 
Dalam hal ini  TPK tidak hanya dari pihak perangkat desa melainkan juga ada 
perwakilan dari masyarakat sehingga kegiatan benar-benar bisa transparan. (hasil 
wawancara dengan Bapak Diman). 
Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban 
APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus 
mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran 
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam ungkapan bapak 
Eko yang menyatakan bahwa yang melaksanakan APBDes itu pemerintah desa, 
dan yang mengontrol sesuai dengan aturan perda BPD. BPD adalah yang 
mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya pelaksanaan APBDes. 
(hasil wawancara dengan Bapak Eko). 
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari 
APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam 
pelaksanaan program APBDes ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana 
Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa 
Gondangsari dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan 
memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun 
berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk 
melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes. 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari bendahara Desa Gondangsari 
yang menyatakan bahwa dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada 
RAPBDes, dalam mendukung trasparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan 
pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan dan setelah 
selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan 
memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi 
masyarakat langsup dapat diserap oleh TPK. (hasil wawancara dengan Bapak 
Mul). 
Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan APBDes  ditempuh melauli 
sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan 
kegiatan. Hal ini senada dengan pendapat informan yang menyatakan bahwa 
dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program APBDes yaitu 
Dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi. (hasil wawancara 
dengan Sekertaris Desa). 
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa 
Gondangsari yang menyatakan bahwa setiap ada pengadaan barang dan jasa maka  
harus di sertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh sekertaris desa. (hasil 
wawancara dengan Ibu Etik). 
Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 ditinjau dari mekanisme penyaluran 
dana APBDes sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi 
pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi 
program APBDes juga dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. 
Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat antara lain: 
Pertama, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan 
bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas 
kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Kedua, 
pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan 
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan 
desa.  
 
4.2.5.  Pengawasan  
Pengawasan terhadap dana APBDes beserta pelaksanaan kegiatan 
dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Tim Pendamping 
APBDes, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan 
APBDes didesa Gondangsari sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan 
pernyataan BPD  yang nenyatakan bahwa bentuk pengawasan dalam hal ini dari 
kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan 
tersebut. Di sektor desa mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan 
APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana APBDes. 
(hasil wawancara dengan Bapak Jahuri) 
Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara 
dengan kepala desa yang menyatakan bahwa dari tahap perencanaan kita 
dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Pada saat pelaksanaan juga 
diberikan pendampingan, jadi ketika mengetahui ada potensi pelanggaran maka 
akan diberikan pembinaan atau teguran untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan 
apabila SPJ tidak lengkap, diberikan saran dan pembinaan sehingga 
meminimalisir tingkat kesalahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Sumanto). 
Pernyataan ini juga didukung oleh pengakuan dari seorang informan yang 
menyatakan bahwa  Pengawasan dilakukan dengan turun ke dukuh-dukuh 
mengkordinasi yang terkait dan juga di bantu oleh ketua RT. Pembinaan disini 
yaitu dari sekertaris desa beserta kabid pembangunan dibawah naungan kepala 
desa. (Hasil wawancara dengan Kabid Pembangunan). 
Pernyataan lain dari informan terkait dengan hal ini juga menyatakan 
bahwa ketua RT disini juga ikut serta dalam melakukan pengawasan dan juga 
pendampingan bahkan ikut turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali 
ada pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir kesalahan. 
(Hasil wawancara dengan Bapak Maryanto). 
Keberhasilan pengelolaan APBDes diukur dari meningkatnya pengetahuan 
masyarakat tentang adanya APBDes, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya 
pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan APBDes oleh 
Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan APBDes diukur dari: 
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes 
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan 
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi 
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin 
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan APBDes 
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa 
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa 
tersebut. 
Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa 
pengelolaan APBDes di Gondangsari sudah berhasil. Indikator yang sudah 
terpenuhi di desa Gondangsari diantaranya adanya akses yang mudah kepada 
masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin 
meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, 
terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab 
terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya 
partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenanga kerja lokal pada program 
pembangunan desa.   
 
4.2.6.  Pelaporan  
Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban 
pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan 
secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari 
perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga 
dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes 
dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Gondangsari telah sesuai 
dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten.  
Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang menyatakan 
bahwa laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan desa 
membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah 
desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti 
kwintasi, dokumentasi. Dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan 
misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa 
terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. ( hasil wawancara dengan Bapak Eko). 
Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Bendahara Desa 
Gondangsari yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban slalu 
diinformasikan kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel 
pada papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur struktural yang 
telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat tidak mau tau dengan informasi 
yang disampaikan oleh pihak pemerintah. (hasil wawancara dengan Ibu Etik) 
Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari 
perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga 
dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari APBDes 
dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara di Desa Gondangsari telah sesuai 
dengan petunjuk yang ada dalam peraturan Kabupaten. Hal ini sesuai dengan 
pendapat salah satu informan yang mengatakan bahwa bendahara membuat semua 
laporan pertanggungjawaban, pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan lopran 
pertanggungjawaban selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2016 karenan adanya 
perubahan sistem baru adanya maka ada kemunduran sedikit dalam pelaporan. 
(hasil wawancara dengan Bendahara Desa Gondangsari) 
Hal ini juga senada oleh Bapak Sumanto yang menyatakan bahwa dalam 
penatausahaan APBDes 98% sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. 
Dalam memenuhi laporan pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD dan 
semua produk hukum yang ada di Desa Gondangsari sudah memenuhi ketentuan 
yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa sama peraturan Bupati. 
(hasil wawancara dengan Kepala Desa). 
Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekekning kas 
desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam 
rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini 
senada dengan informan yang menyatakan bahwa proses pencairan dana didesa 
Gondangsari melalui bank jateng jadi sudah pasti memiliki rekening bank jateng. 
(hasil wawancara dengan Bendahara Desa). 
Berdasarkan wawancara, bahwasanya pemerintah desa khususnya 
sekretaris desa dan bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban 
yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang akan di evaluasi ke 
dinas pendapatan Kabupaten Klaten. Dan dalam memenuhi laporan pertanggung 
jawaban maka harus ada LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan 
anggaran pendapatan dan belanja desa. Dalm pelaporan realisasi APBDes adalah 
sebagai berikut : 
1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan 
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan juli tahun berjalan. 
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan 
januari tahun berikutnya.  
Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain: 
1. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan 
keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa 
disampaikan kepada Bupati melalui Camat. 
2. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan 
keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa 
yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan 
pembinaan. 
Dengan demikian dapat dikatakan proses pelaporan di Desa Gondangsari sudah 
berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya 
manusia hal ini dapat di perbaiki dengan adanya pelatihan dari pemerintah 
Kecamatan. 
 
4.2.7.  Pertanggungjawaban 
Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes dan 
keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa 
disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan informan yang menyatakan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan 
desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di 
kecamatan. Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan. (hasil wawancara 
dengan Bendahara Desa). 
Berdasarkan rancangan peraturan desa (perdes) Desa Gondangsari 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten tentang anggaran pendapatan dan belanja 
desa (APBDes) Desa Gondangsari tahun 2017. Pertanggunjawaban APBDes di 
Desa Gondangsari sesuai dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
Nomor 5 Tahun 2008. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran 
pendapatan dan belanja desa.  
Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 
tiga bulan sekali melalui forum evaluasi yang dipimpin oleh kepala desa. Dari 
evaluasi dapat diketahui pelaksanaan program APBDes tersebut dapat 
membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan 
dan koreksi pelaksanaan APBDes. Sehingga pemerintah desa juga harus merespon 
koreksi masyarakat dalam partisipasi tersebut agar tercipta kesempurnaan 
pelaksanaan APBDes.  
Hal ini di perkuat oleh pernyataan salah satu informan yang mengatakan 
bahwa Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan eveluasi pelaksanaan APBDes 
yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa. Evaluasi dilakukan 
untuk mewujudkan transparansi dalam APBDes dan diharapkan adanya masukan-
masukan demi berjalannya program. (hasil wawancara dengan Sekertaris Desa). 
Informan lain juga menyatakan pernyataan bahwa dalam melaksanakan 
prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi kami selalu 
membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan 
pertanggungjawaban tahunan. (hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak 
Sumanto). 
Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa 
semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, 
walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian 
upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus 
dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia 
menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban 
administrasi APBDes. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan 
di Desa Gondangsari secara umum dapat dikatakan berhasil baik, karena sampai 
100%. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau 
infrastruktur Di Desa Gondangsari sebagai berikut : 
Tabel 4.10 
hasil sarana prasarana di desa Gondangsari yang di bangun  tahun 2017 
 
Desa  Sarana yang dibangun Hasil 
Gondangsari Betonisasi jalan BAIK 
 Rambat Beton BAIK 
 Gorong-gorong BAIK 
 Pembuatan talut BAIK 
 Bantuan penunjang posyandu BAIK 
 Pos Ronda BAIK 
Sumber:Laporan APBDes desa Gondangsari dan hasil observasi lapangan 
Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa 
Gondangsari sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut 
juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan 
masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksaan prinsip akuntabilitas 
tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa 
Gondangsari. 
Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi 
keuangan yang dilaksanakan di Desa Gondangsari dapat dikatakan sudah sesuai 
dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan yang 
menyatakan bahwa ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian 
dilaporkan kepada kepala desa. Kepala Desa mengecek anggaran apa saja yang 
masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan membentuk TPK. 
TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan kepada sekdes. Kemudian 
diajukan ke kepala desa untuk diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya 
diserahkan kepada bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran dan 
bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil wawancara dengan 
Sekertaris Desa) 
Informan lain juga menambahkan peryataan bahwa ketika program akan 
dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah ditanda tangani oleh Kepdes 
kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang di 
ambil dari bank jateng kemudian diserahkan kepada tim pelaksana. (hasil 
wawancara dengan Kepala Desa). 
Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan, dapat diketaui 
pula dari pernyataan berikut bahwa  pengelolaan administrasi keuangan 
dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga 
dimintakan surat kepenerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara dengan 
Bendahara Desa) 
Informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDes di Desa Gondangsari telah melaksanakan prinsip 
akuntabilitas. Pengelolaan APBDes juga telah melaksanakan pertanggungjawaban 
administrasi keuangan dengan baik yaitu setiap pembelanjaan harus disertai 
dengan bukti. 
Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim 
Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendmping Tingkat 
Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan 
berikut bahwa setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah 
diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. (Hasil wawancara dengan 
Sekertaris Desa). 
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan desa 
mengenai anggaran APBDesa merupakan salah satu produk hukum lokal yang 
secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam 
waktu satu tahun sekali.  
APBDes merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi 
lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah 
desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) 
yang bersumber dari PADes, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan 
keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan 
desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), 
yang disebut rencana pembangunan jangkah menengah desa (RPJMDes).  
RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. 
Setelah RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan 
permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerjapemerintahan desa 
(RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes bedasarkan hasil 
musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDes adalah rencana kerja tahunan 
pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan 
pelayanan di desa. 
Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam pembuatan 
peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun 
BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, 
RW. Partisipasi masyarakat juga diharapkan dapat mengontrol kinerja para 
aparatur desa sehingga anggaran benar-benar terlaksanakan untuk mewujudkan 
good governance. Pemerintahan lokal yang kuat dan otonom tidak akan kuat dan 
bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh transparansi dan 
akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun sebuah 
pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance). 
penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparansi dan akuntabilitas 
yang semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus 
dapat diakses oleh camat, inspektorat kabupaten/kota, BPK, dan warga desa. Di 
samping itu, pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan 
penyelenggaraan pemerintahannya kepada pemerintahan atasan, BPD dan 
masyarakat. Dalam ungkapan kepala desa, bahwa masyarakat bisa mengontrol 
karena bersifat transparan, khusunya ada dana yang turun dan yang disalurkan ada 
semacam panitia karena setiap bangunan ada pengajuan proposal dan proposal 
tersebut dibuat bukti kalau desa ini ada pembangunan. Karena jumlah dana yang 
dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Terdapat pula Papan informasi di Desa 
Gondangsari dan disetiap dusun-dusun dititik pelaksanaan kegiatan. (hasil 
wawancara dengan Kepala  Desa). 
Terwujudkan suatu pemerintahan yang baik diperlukan sebuah kerja sama 
antara lembaga pemerintahan desa dengan masyarakat. Dengan dilakukan sebuah 
musyawarah rencana dan pembangunan desa atau yang disebut dengan kata lain 
yaitu Musrengbandes, agar masyarakat dan lembaga desa bekerja sama dengan 
baik, menampung aspirasimasyarakat dalam hal pembangunan atau pemberdayaan 
desa di Desa Gondangsari tersebut.  
Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari BPD Desa Gondangsari yang 
menyatakan bahwa dalam musyawarah mengajak dari bawah, RT, RW dan 
masyarakat. ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. kita 
sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW  supaya bisa menilai desa 
Gondangsari ini. Sehingga diharapkan  muncul pemikiran-pemikiran yang positif. 
Dalam hal ini  tidak seluruhnya ini ditangani oleh perangkat akan tetapi harus 
dengan RT, RW, masyarakat ikut terlibat. (hasil wawancara dengan ketua BPD). 
Informan lain untuk memperkuat bukti menyatakan bahwa ketika ada 
musrenbangdes di Kelurahan Gondangsari pasti masyarakat juga diundang 
meskipun tidak semua tetapi bisa mewakili karena dalam musrenbangdes tersebut 
kami juga dilibatkan dan dimintai usulan untuk kemajuan Desa Gondangsari. 
(hasil wawancara dengan Bapak Prapto). 
Selain itu Informan lain juga menyampaikan bahwa pada saat  menghadiri 
musyawarah, kepala desa menanggapi usulan dari masyarakat dengan baik. 
Mendahulukan usulan yang penting dan usulan tersebut disepakati bersama di 
acara rapat tersebut. (hasil wawancara dengan Bapak Purwo). 
Berdasarkan wawancara terkait dengan transparansi dan akuntabilitas yang 
ada di bahwa dalam asas transparansi (keterbukaan) strategi yang dilakukan 
adalah dengan adanya sosialisasi atau musyawarah desa dengan melibatkan RT, 
RW, perangkat yang lain dan masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat desa 
Gondangsari yang bisa menjadikan desa ini menjadi desa yang maju dan 
berkompeten. Dalam meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja desa 
(APBDes) upaya yang dilakukan adalah dengan menjadikan desa ini menjadi 
maju agar peningkatan keuangan desa bisa bertambah. Dalam artian dalam 
meningkatkan desa ini seperti peningkatan pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat dan lain-lain. 
Tabel 4.11 
Perbandingan Hasil Wawancara dengan Teori 
No  Informan Data Teori 
1 Bapak Jahuri 
(ketua BPD) 
Tingkat partisipasi 
masyarakat yang berada di 
desa Gondangsari tersebut, 
masyarakat dilibatkan 
melalui ketua 
lingkungannya RT, RW, 
jadi tingkat partisipasinya 
disitu supaya masyarakat 
itu tau dan supaya 
masyarakat menumbuhkan 
Karakterristik Good 
governance yaitu Partisipasi 
masyarakat, artinya setiap 
warga negara mempunyai 
suara dalam pembuatan 
keputusan, baik secara 
langsung maupun melalui 
inter-mediasi institusi 
legitimasi yang mewakilkan  
partisipasi pemerintah 
supaya lebih transparan 
dalam penggunaan 
anggaran  
kepentingannya.  
 
 
2 Bapak eko a. Proses mengali informasi 
dari tingkat bawah yaitu 
RT, RW yang menampung 
aspirasi masyarakat. 
b. Proses pengelolaan 
keuangan desa yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan dan 
pertanggungjawaban 
c. Kendala yang terjadi adalah 
kurangnya kesadaran 
masyarakat  
Karakteristik good 
governance yang 
akuntabilitas untuk 
mempertanggung jawabkan 
laporan pertangungjawaban 
atau realisasi APBDesa 
Tabel Berlanjut 
 
 
 
Lanjutan Tabel 4.11 
No Informan Data Teori 
3. Bapak sumanto a. 98% sudah memenuhi 
peraturan dan ketentuan 
yang ada, dan sudah 
memenuhi laporan 
pertanggungjawaban 
berupa LPJ, LPPD dan 
bukti-bukti 
b. Dalam penatausahaan 
setiap penerimaan dan 
pengeluaran APBDesa 
tidak ada kendala, akan 
tetapi dalam 
penganggaran atau 
masuknya sumber dana 
tidak sesuai dengan 
rencana  
c. Laporan sudah 
dipertanggung 
Konsep Transparansi 
yangsalah satu wujud 
pertanggung jawaban 
pemerintahan terhadap 
rakyat. Yang memiliki 2 
aspekyaitu, komunikasi 
publik oleh pemerintahan 
dan hakmasyarakat 
terhadap akses informasi 
jawabkan dan dilampiri 
dengan buti-bukti, 
adanya papan informasi 
untuk mengakses  
 
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Gondangsari 
98% sudah memenuhi karakteristik good governance yaitu, transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang dimana di Desa Gondangsari hampir 
sebagian besar program anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di 
Desa Gondangsari sudah direalisasikan sekitar 80%. Dan sekitar 20 % masih 
dalam tahap realisasi karena terdapat suatu kendala dalam turunya anggaran pada 
tahun 2017. 
Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa pengelolaan 
APBDes di Desa Gondangsari sudah berdasarkan pada prinsip transparansi 
maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan 
ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara 
berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan 
peraturan perundang undangan yang berlaku dan harus tetap mendapat atau 
diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan. 
 
4.2.  Pembahasan 
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, yaitu untuk mengetahui 
pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa dalam mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas di desa gondangsari juwiring klaten telah 
diterapkan sesuai teori dan sudah efektif, dapat dilihat dari beberapa temuan 
berikut: 
 4.2.1. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Perencanaan APBDes 
Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes 
agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat 
dalam Perencanaan program dan kegiatannya disusun Desa Gondangsari melalui 
forum Musyawarah Desa (MusDes). Musyawarah Desa merupakan forum 
pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang 
mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan 
menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Gondangsari, 
sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. 
Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh 
masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. 
Kemudian teori menurut Sujarweni bahwa pemerintah desa menyusun 
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu 
pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa 
disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015: 18). 
Sementara perencanaan pembangunan desa berdasarkan Pemendagri 
nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum menjelaskan bahwa 
perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mecapai tujuan 
pembangunan desa. 
Berdasarkan teori tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Desa Gondangsari 
telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan prinsip 
partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. 
 
4.2.2. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaksanaan APBDes 
Pelaksanaan pengelolaan APBDes yang terdapat di Desa Gondangsari 
yaitu Pelaksanaan APBDes Tahun 2017 ditinjau dari mekanisme penyaluran dana 
sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
proses pelaksanaan APBDes mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang 
telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program APBDes juga dilakukan 
setelah dana diterima oleh kepala desa. Semua pengeluaran di keluarkan 
bendahara desa melalui rekening bank jateng sesuai dengan nota yang diberikan. 
Perencanaan APBDes berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa: 
1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.  
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya 
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. 
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 
Berdasarkan peraturan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa desa Gondangsari 
telah menerapkan proses pelaksanaan pengelolaan APBDES dengan baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
 4.2.3. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pengawasan APBDes 
Proses pengawasan yang terdapat di desa Gondangsari dalam hal ini dari 
kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan 
tersebut. Di sektor desa kita mengikuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan 
APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana. 
kemudian teori Solekhan(2012: 81) menjelaskan bahwa pengawasan 
berkaitan dengan pembinaan dan evaluasi artinya bahwa didalam pelaksanaan 
pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan 
APBDes tersebut perlu dilakukan evaluasi. Apabila dikaitkan dengan peraturan 
yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan APBDes yakni Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi wajib 
mengkoordinir pemberian dan penyaluran APBDes dari Pemerintah Kabupaten. 
Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.  
Berdasarkan teori tersebut, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan APBDes pada desa 
Gondangsari sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu 
ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.  Peneliti melihat 
bahwa, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam 
pengelolaan APBDes. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang pahamnya 
masyarakat akan adanya program APBDes sehingga perlu adanya sosialisasi dan 
transparansi penggunaan dana APBDes dari pemerintah desa. Begitu pula 
pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat dengan 
berpedoman pada pembangunan Desa Gondangsari agar menjadi lebih baik. 
 
4.2.4. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pelaporan APBDes 
Proses pelaporan dalam pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari masih 
ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan adanya 
keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
desa. Akantetapi upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi 
administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dalam 
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban administrasi Desa 
Gondangsari selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan 
laporan pertanggungjawaban tahunan. 
Apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan pemerintah pemendagri 
nomor 113 tahun 2014 tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes bahwa 
kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada 
bupati/walikota berupa: 
1. Laporan Semester Pertama 
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDES. Laporan realisasi 
pelaksanaan APBDES disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun 
berjlan. 
2. Laporan Semester Akhir Tahun 
Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun 
berikutnya. 
Dengan demikian, Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses 
pelaporan di Desa Gondangsari sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada 
sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat di perbaiki dengan 
adanya pelatihan dari pemerintah kecamatan. 
 
4.2.5. Evaluasi Pengelolaan APBDes Pada Proses Pertanggungjawaban 
APBDes 
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan 
dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk 
pertanggungjawaban, pada desa Gondangsari cenderung bersifat administratif. 
Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah 
desa atas kegiatan pelaksanaan APBDes secara administratif berupa laporan 
PertanggungJawaban dan disertai dengan kwitansi. 
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan 
dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan APBDes. Pelaporan 
dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dan 
dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh 
Camat diteruskan Kepada Bupati.  
Berdasarkan teori tersebut dan juga dari hasil pembahasan sebelumnya, 
maka hal ini menunjukkan bahwa Desa  Gondangsari telah 
mempertanggungjawabkan secara langsung pelaksanaan APBDes yang dilakukan 
secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. 
 
 BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes di Desa Gondangsari 
Juwiring Klaten, dapat diambil beberapa kesimpulan. Perencanaan program 
APBDes di Desa Gondangsari telah melaksanakan konsep pembangunan 
partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif 
dan responsif. Pelaksanaan program APBDes di Desa Gondangsari telah 
menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan dan akuntabel. 
Pelaporan APBDes tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan 
secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran 
secara baik, karena dari laporan APBDes yang ada semuanya telah sesuai dengan 
peraturan yang dibuat oleh Kabupaten Klaten meskipun masih ada kekurangan.  
Pertanggungjawaban APBDes sudah baik secara teknis maupun administrasi, 
namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber 
daya manusia dalam pengelolaan APBDes merupakan kendala utama, sehingga 
masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna 
penyesuaian perubahan peraturan setiap tahun yang berjalan.  
 
5.2 Keterbatasan 
 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di 
uraikan di atas, keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya informan dalam 
pengumpulan data melalui wawancara yaitu masyarakat desa. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Transparansi Dan 
Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDesa di Desa 
Gondangsari, maka penulis  dapat mengajukan beberapa saran yang terkait dengan 
penelitian ini.  
1. Bagi pemerintah desa 
a. perbaikan secara terus menerus merupakan fokus dari program APBDes 
dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar 
pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama 
pengeluaran dana 
b. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk 
keberhasilan program APBDes, oleh karena itu pemahaman prinsip 
partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif 
kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat guna 
meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam 
pembangunan desa. 
c. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, 
partisipatif dan responsif dalam pengelolaan APBDes di Desa 
Gondangsari yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas 
dan tanggungjawabnya dengan baik.   
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan 
mengenai waktu yang akan digunakan dalam wawancara 
b. Untuk menambah informan terutama masyarakat desa dalam pengumpulan 
data melalui teknik wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban 
pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Annisaningrum. (2010). Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan. 
(Online). 14 Agustus 2017. Http://Ovy19.Wordpress.Com. 
Adiwira Muhammad Firdiansyah, Putu Sudana. (2015). Akuntabilitas, 
transparansi, dan anggaran berbasis kinerja pada satuan kerja perangkat 
daerah Kota Denpasar. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 11 
No.2 Hal. 611-628. 
Alif Hazmi I. (2016). Evaluasi pelaksanaan kebijakan ADD di Desa Nguwok 
Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Kebijakan dan manajemen 
publik. Vol. 4 No. 2. 
Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman Taufik. (2014). Akuntabilitas pengelolaan 
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi dan 
Keuangan. Jember: Universitas Jember. 
Auditya Lucy, Husaini, Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 21-41. 
Bachrein, S. (2010). Pendekatan desa membangun di Jawa Barat: strategi dan 
kebijakan pembangunan perdesaan. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 
Volume 8 No.2, Juni 2010: 133-149. 
Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana 
Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan 
masyarakat (Studi kasus pada Desa Gubugklakah Kecamatan 
Poncokusumo Kabupaten Malang). Jurnal Jibeka Volume 10 Nomor 1 
Agustus 2016:  26 – 32. 
Faridah &Suryono Bambang, (2015). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah 
desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Jurnal 
Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4, No 5. 
Halim Abdul.(2008) . Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : SalembaEmpat. 
Ismiarti. (2013). Analisis implementasi sistem pengendalian intern 
pemerintah,akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. 
(Tesis.Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE UNIB). 
Iqsan (2016). Transparansi pemerintah desa dalam penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan 
Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu 
Pemerintahan,4(1), 230-240. 
Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, 
Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah. 
Kumalasari D, Iksan B.R. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa 
dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal ilmu dan riset akuntansi. 
Vol. 5 No. 1. 
Leonardo yosua L., Linda L., Heince R. (2017). Anlisis pengelolaan dan 
pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa 
Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA.Vol. 5 
No. 2 Hal. 1474-1483. 
Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). Dana 
alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah, 
Jakarta: Salemba Empat. 
Mahsum Moh, Sulistyowati Firma, Heribertus A.P. (2015). Akuntansi 
SektorPublik. Yogyakarta: BPFE. 
Mardiasmo. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi offset. 
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik, 
Yogyakarta: Andi. 
Moleong, L.J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja 
Rosdakarya. 
Moleong, L. (2012) .Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 
Nafidah Lina Nasihatun & Suryaningtyas Mawar. (2015). Akuntabilitas 
pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat. Bisnis, Vol. 3, No. 1. 
Nordiawan Deddy, Iswahyudi S.P, Maulidah R. (2007). Akuntansi 
Pemerintah.Jakarta : Salemba Empat. 
Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa. 
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 
Alokasi Dana Desa. 
Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2011, indikator  keberhasilan 
pengelolaan dan penggunaan ADD. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa. 
Riantiarno, Reynaldi dan Nur Azlina. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3, 
November 2011 : 560-568. 
Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). Keuangan negara dalam teori dan 
praktik. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama. 
Sanusi, A. (2014). Metodologi penelitian bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 
Sanusi, D.P dan Djumlani, A. (2014). Implementasi kebijakan alokasi dana desa 
(ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. 
Volume 2 Nomor 3, 2014. 
Sari Ni Putu Yogi Merta Maeka,  Adi putra I  Made Pradana, Sujana Edy. (2014). 
Pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah  pada dinas-dinas di 
pemerintah Kabupaten Jembrana, Volume 2, No. 1. 
Simson Werimon, Ghozali Imam, & M. Nasir. (2007). Pengaruh partisipasi 
masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan 
daerah (APBD). Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi 
X Makassar.Hal 21-23. 
Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi 
Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas. Malang: Setara 
Press. 
Subroto, Agus. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi 
kasus pengelolaan alokasi dana desa di Desa-desa dalam wilayah 
Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008. 
Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. 
Universitas Diponegoro Semarang. 
Suci indah, Sugeng P. (2015). Akuntabilitas dan tansparansi pertanggujawaban 
anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset 
Akuntansi. Vol 4 No. 2 
Sujarweni, Wiratma. (2015). Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan 
Desa. Jogyakarta: Pustaka Baru Press. 
Sumpeno, W. (2011). Perencanaan desa terpadu. Banda Aceh: Read 
Sugiyono. (2010). Metode  penelitian  bisnis  (Pendekatan  kuantitatif, kualitatif,  
dan  r&d). Bandung: Alfabeta. 
Sutopo, H.B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret 
University Press. 
Soemarso, S.R. (2007). Perpajakan: pendekatan komprehensif. Jakarta: Salemba 
Empat. 
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban 
ADD. 
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. 
Virgie K.A., Delawillia dan Supranoto. (2013). Implementasi kebijakan 
pemanfaatan alokasi dana desa. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 
12 Nomor 2, Januari 2013 hal 94-103. 
Wandari I Desak, Sujana Edy, Putra I Made Pradana Adi. (2015). Pengaruh 
akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu dan pengawasan internal 
terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi 
pemerintah di Kabupaten Buleleng, Volume 3, No. 1. 
 
 
 
 
Lampiran 1 
 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
N
o   November Juli Agustus September Oktober November Desember 
  Kegiatan 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
penyusunan 
proposal x                                                       
2 Konsultasi       
 
X 
 
x 
 
x         
x
  
x
    
x
    
x
                          
3 
revisi 
proposal                                
x
  
 
x       
x
  
   
      
4 
pengumpula
n data                                             x x         
5 analisis data                                             
 
x 
x
          
6 
penulisan 
akhir 
Naskah 
skripsi                                             
 
x 
 
x         
7 
pendaftaran 
munaqosah             
x
                                    
x
        
8 Munaqosah                                                         
9 
revisi 
skripsi                                                     
 
x 
x
  
 
 
Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur 
Pembangunan, Ketua BPD, Bapak Purwo, bapak Purno, bapak Maryanto(ketua 
RT 12), Bapak Suprapto. 
 
I. Tahap Perencanaan 
a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses 
perencanaan pengelolaan APBDesa ? 
b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan APBDesa ? 
c. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang dilakukan 
oleh pemerintah desa? 
d. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan 
pengelolaan APBDesa? 
e. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa? 
f. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta 
musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? 
 
II. Tahap Pelaksanaan 
a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 
penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 
pelaksanaan program yang di danai dari APBDesa? 
b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam 
pelaksanaan APBDesa ? 
c. Apa saja program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh APBDesa? 
 
III. Tahap Pelaporan 
a. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan kepada 
masyarakat ? biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan ? dan dengan 
menggunakan media apa ? 
b. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah 
ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau belum ? 
c. Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa 
setiap  akhir waktu di serahkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan ? 
d. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses 
pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa? 
e. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan ADD 
? 
f. Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa ? 
 
IV. Tahap Pertanggungjawaban 
a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa? 
b. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar yang berlaku 
atau belum ? 
c. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa dengan yang telah 
direncanakan sebelumnya ? 
d. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 
pertanggungjawaban administrasi ? 
 
 
V. Tahap Pengawasan 
a. Apakah dalam musrenbangdes BPD selalu hadir ? 
b. Bagaiamana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan 
kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD ? 
 
 
Lampiran 3 
HASIL WAWANCARA 
 
Informan 1 : Kepala Desa 
Informan 2 : Sekertaris Desa 
Informan 3  : Bendahara Desa 
Informan 4 : Kaur Pembangunan 
Informan 5 : Ketua BPD 
Informan 6 : bapak Maryanto(ketua RT 12) 
Informan 7 : Bapak Suprapto ( ketua RT 10) 
Informan 8 : Bapak Purwo 
Informan 9 : Bapak Purno 
Informan 10 : Bapak Diman 
 
I. Tahap Perencanaan 
 
Peneliti :Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi 
dalam proses perencanaan pengelolaan APBDesa ? 
Informan 1 : proses dari  APBDesa itu pemerintahan desa mengundang RT, RW, 
lembaga, masyarakat memberikan kesempatan pada warga untuk 
mengusulkan program-program untuk merencanakan kegiatan itu. 
Jadi perencanaan itu dari kepala desa itu ada masukan dari 
lingkungan dari RT, RW. Jadi itu adalah perencanaan dalam 
pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 
Proses pembuatan APBDesa, pertama kepala desa mendengarkan 
masukan dari masyarakat desa disini adalah RT, RW. Setelah itu di 
RAPBDesa (Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa), lalu 
RAPBDes dimusyawarakan dan disampaikan dilembaga BPD. Jadi 
sebelum ditetapkan APBDesa mengali masukan dari masyarakat, 
dan dibuat pemerintah desa RAPBDesa dan dimusyawarakan dengan 
lembaga BPD. Setelah dimusyawarakan ada kesepakatan atau 
kesepahaman itu ditetapkan yang namanya APBDesa.(hasil 
wawancara dengan kepala desa Gondangari, 26 desember 2017) 
Informan 2 : Awal perencanaan mengadakan pertemuan dengan perangkat desa, 
BPD, RT,RW serta masyarakat untuk menyampaikan dan 
menjelaskan program melalui musrenbangdes. (hasil wawancara 
dengan sekertaris desa bapak eko) 
Informan 1 : Semua perangkat desa dan BPD saya wajibkan untuk mengikuti 
musrenbangdes yang berkaitan dengan pembangunan. Selain itu saya 
juga mengundang tokoh masyarakat seperti RW,RT,Tokoh Agama, 
dan juga masyarakat. (hasil wawancara dengan kepala desa 
Gondangari, 26 desember 2017). 
Narasumber :Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pengelolaan APBDesa ? 
Informan 2 : Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya 
musrenbang masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan 
masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang 
bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan 
melakukan gotong royong setiap hari. (Hasil Wawancara dengan 
sekdes Gondangsari, 24 oktober 2017). 
Informan 9 : biasanya dalam bentuk musrenbangdes dan ada undangan dari 
kepala desa dan ketika saya mendapat undangan  musrenbangdes dan 
tidak sedang ada acara maka saya slalu berusaha untuk dapat hadir. 
(hasil wawancara dengan ketua RT 11 bapak purno, 29 oktober 
2017). 
Informan 7 : Selama saya tidak ada acara yang penting saya slalu hadir dalam 
rapat perencanaan APDes. (hasil wawancara dengan bapak suprapto) 
Informan 10 : Iya, ketika mendapat undangan  musdes saya slalu berusaha untuk 
dapat hadir. (hasil wawancara dengan bapak diman) 
Peneliti  : Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDesa yang 
dilakukan oleh pemerintah desa? 
Informan 2 : Sesuai dengan kebutuhan, mana yang dibutuhkan yang lebih awal 
ya itulah yang diprioritaskan. (hasil wawancara dengan sekretaris 
desa bapak eko)  
Peneliti  : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka 
perencanaan pengelolaan APBDesa? 
Informan 2 : Unsur yang terlibat seperti perangkat desa, BPD, RT,RW serta 
tokoh masyarakat. (hasil wawancara dengansekertaris desa bapak 
eko) 
Informan 6  : saya di undang dalam musrenbangdes oleh kepala desa. (hasil 
wawancara dengan bapak maryanto) 
Peneliti : Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan 
alokasi dana desa? 
Informan 2 : iya ada. (hasil wawancara dengan sekertaris desa bapak eko) 
Peneliti  : Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari 
peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan 
dana desa? 
Informan 2 :Ya pasti kita memilih yang lebih utama kita usulkan dan 
disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak. (hasil 
wawancara dengan sekertaris desa) 
Informan 10 : Dengan melihat yang paling utama dan dengan adanya musyawarah 
untuk mufakat. (hasil wawancara dengan bapak diman) 
Informan 8 : pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi 
usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang 
penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat 
tersebut. (hasil wawancara dengan bapak purwo) 
Informan 7 : Semua peserta yang usul ditampung menjadi satu, kemudian di 
evaluasi dan didahulukan usulan yang paling penting dan selanjutnya 
disepakati bersama. (hasil wawancara dengan bapak suprapto) 
 
 
II. Tahap Pelaksanaan 
Peneliti : Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan 
dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam 
proses pelaksanaan program yang di danai dari APBDesa? 
Informan 4 : Berdasarkan musrenbangdes yang dilakukan dan disesuaikan 
dengan perencanaan sebelumnya untuk melakukan pembangunan 
yang dilaksanakan oleh TPK dengan apa yang menjadi usulan 
masyarakat. TPK disini tidak hanya dari pihak perangkat desa 
melainkan juga ada perwakilan dari masyarakat. (hasil wawancara 
dengan kabid pelaksana bapak mul) 
Informan 2 : Yang melaksanakan APBDesa itu pemerintah desa, dan yang 
mengontrol sesuai dengan aturan perda itu adalah BPD yang 
mengontrol pengawasan pemerintah desa terutama jalannya 
pelaksanaan APBDesa. (hasil wawancara dengan sekertaris desa) 
Peneliti : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBDesa ? 
Informan 4 : Adanya keterbukaan dan mengacu pada RAPBDesa. Dalam 
mendukung trasparansi pihak TPK membuatkan papan kegiatan 
pada titik kegiatan akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan 
dan setelah selesai kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat 
dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung 
kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsup dapat diserap 
oleh TPK.(hasil wawancara dengan Kabid Pelaksana, pada tanggal 
30 oktober 2017 di kelurahan Gondangsari). 
Informan 2 : Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan 
program yaitu Dengan membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada 
kwitansi.(hasil wawancara dengan Sekertaris Desa pada hari kamis 
28 desember 2017 di kelurahan Gondangsari). 
Informan 3 : setiap ada pengadaan barang dan jasa harus di sertai dengan 
kwitansi dan telah disetujui oleh sekertaris desa.  (hasi wawancara 
dengan bendahara desa, pada tanggal 30 oktober 2017 di kelurahan 
Gondangsari). 
Peneliti : Apa saja program masyarakat yang didanai oleh APBDesa? 
Informan4 : Betonisasi jalan, talut, gorong-gorong, pelatihan ternak, 
pemberdayaan tanaman herbal`(hasil wawancara dengan kabid 
pelaksana pada hari senin 30 oktober 2017 di kelurahan 
Gondangsari). 
 
III. Tahap Pengawasan 
Peneliti : Apakah dalam musrenbangdes BPD selalu hadir ? 
Informan 5  : Iya selalu hadir. (hasil wawancara dengan ketua BPD bapak    
jahuri) 
Peneliti : Bagaiamana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
kecamatan kepada desa dalam rangka pengelolaan ADD ? 
Informan  : Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada 
pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan 
tersebut. Di sektor desa kita mengikuati petunjuk atau prosedur dari 
pelaksanaan APBDes dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh 
Tim Pelaksana APBDes.” (hasil wawancara dengan BPD desa 
Gondangsari, pada hari minggu, 29 oktober 2017 di rumah bapak 
jahuri) 
Informan 1  : Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada 
kesalahan. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan 
pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi 
pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran untuk 
memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami 
berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat 
kesalahan. (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Gondangsari 
pada hari selasa 26 desember 2017 di kelurahan gondangsari) 
Informan 4  :Pengawasan dilakukan dengan turun ke dukuh-dukuh 
mengkordinasi yang terkait dan juga di bantu oleh ketua RT, 
pembinaan yaitu sekertaris desa beserta kabid pembangunan 
dibawah naungan kepala desa.(Hasil wawancara dengan Kabid 
pembangunan bapak mul pada hari senin 8 januari 2018 di 
kelurahan gondangsari) 
Informan 6 : kami juga melakukan pengawasan dan juga pendampingan 
bahkan ikut turun tangan apabila ada yang perlu dibantu setiap kali 
ada pembangunan ataupun kegiatan sehingga dapat meminimalisir 
kesalahan.(Hasil wawancara dengan ketua RT 12 pada tanggal 26 
desember 2017 di rumah bapak maryanto). 
 
IV. Tahap Pelaporan 
Peneliti  : Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga di informasikan 
kepada masyarakat ? biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan ? dan 
dengan menggunakan media apa ? 
Informan 3  : Iya, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel pada papan 
pengumuman. laporan pertanggungjawaban slalu diinformasikan 
kepada masyarakat, biasanya dalam bentuk tulisan yang ditempel 
pada papan pengumuman. Proses pelaporan sudah melalui jalur 
struktural yang telah ditentukan, akan tetapi kadang masyarakat 
tidak mau tau dengan informasi yang disampaikan oleh pihak 
pemerintah.(hasil wawancara dengan Ibu Etik selaku Bendahara 
desa, senin 30 Oktober 2017 di kelurahan Gondangsari ). 
Informan 2 : laporan pertanggungjawabannya ke BPD, akhir tahun pemerintahan 
desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban 
kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. Laporan LPJ 
juga disertai bukti-bukti seperti kwintasi, dokumentasi. Dan 
pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam 
program pembangunan seperti absensi. Program APBDesa terdapat 
banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.( hasil 
wawancara dengan sekertaris desa). 
Peneliti  : Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang 
telah ditentukan? Sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi atau 
belum ? 
Informan 3  : Sudah, tetapi kadang masyarakat banyak yang gak tau dan gak 
mau tau. kami membuat semua laporan pertanggungjawaban, pada 
tahun-tahun sebelumnya penyerahan lopran pertanggungjawaban 
selalu tepat waktu, tetapi di tahun 2016 karenan adanya perubahan 
sistem baru adanya maka ada kemunduran sedikit dalam pelaporan. 
(hasil wawancara dengan bendahara desa Gondangsari Ibu Etik 
pada hari Senin 30 Oktober 2017) 
Informan 1 : Dalam penatausahaan APBDesa 98% sudah memenuhi ketentuan 
dan peraturan yang ada. Dalam memenuhi laporan 
pertanggungjawaban sudah memenuhi LPJ, LPPD dan semua 
produk hukum yang ada di desa Gondangsari sudah memenuhi 
ketentuan yang berlaku atau menurut permendagri, peraturan desa 
sama peraturan bupati. (hasil wawancara dengan kepala desa). 
 
Peneliti  :Apakah penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan   
keuangan desa setiap  akhir waktu di serahkan sesuai batas waktu 
yang telah ditentukan ? 
Informan 3  :  Untuk tahun-tahun sebelumnya slalu tepat waktu, tetapi di tahun 
2016 karenan adanya perubahan sistem baru adanya kemunduran 
sedikit dalam pelaporan. (hasil wawancara dengan bendahara desa 
ibu etik) 
Peneliti  : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa? 
Informan 3 : banyak, seperti LPJ, buku kas umum, buku rekapitulasi, laporan 
realisasi APBDesa semester I, dll. (hasil wawancara dengan 
bendahara desa ibu etik) 
Peneliti     : Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses 
pencairan ADD ? 
Informan 3  : Iya memiliki, bank jateng. (hasil wawancara dengan bendahara 
desa ibu etik) 
Peneliti         : Bagaimana mekanisme proses pencairan APBDesa ? 
Informan 3 : Ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan 
kepada kepala desa. kepala desa mengecek anggaran apa saja yang 
masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan 
membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan 
kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk 
diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan kepada 
bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran dan 
bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana. (hasil 
wawancara dengan bendahara desa ibu etik) 
 
V. Tahap Pertanggungjawaban 
Peneliti  : Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip 
akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi 
dana desa? 
Informan 1 : Ketika program akan dilaksanakan setelah mendapat nota 
kemudian diserahkan kepada bendahara, bendahara baru 
mengambilkan dana dari bank jateng kemudian diserahkan 
kepada tim pelaksana. (hasil wawancara dengan kepala desa 
bapak sumanto) 
Informan 3   : Jadi setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan 
pertanggungjawaban melalui pengumpulan di kecamatan. 
Dengan melampirkan bukti-bukti yang dibutuhkan.”(hasil 
wawancara dengan bendahara desa). 
Informan 2 : Setiap tiga bulan sekali selalu diadakan eveluasi pelaksanaan 
APBDes yang mengundang tokoh masyarakat, BPD, perangkat 
Desa. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam 
APBDes dan diharapkan adanya masukan-masukan demi 
berjalannya program.(hasil wawancara dengan sekertaris desa). 
Peneliti  : Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 
pertanggungjawaban administrasi? Sudah sesuai dengan standar 
yang berlaku atau belum ? 
Informan 1 : Tidak ada dan iya sudah sesuai standar dengan membuat laporan 
pertanggungjawaban disetiap kegiatan. (hasil wawancara dengan 
kepala desa bapak sumanto) 
Informan 2 : Iya sudah sesuai, artinya setelah SPJ selesai diserahkan kepada 
bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping 
dari kecamatan.” (Hasil wawancara dengan sekertaris desa). 
Peneliti  : Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program APBDesa 
dengan yang telah direncanakan sebelumnya ? 
Informan 1 : Sudah sesuai. (hasil wawancara dengan kepala desa bapak 
sumanto). 
Informan 3  : iya, Melalui di buku kas umum, dilengkapi dengan bukti-bukti 
pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang 
penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat 
kepenerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara dengan 
bendahara desa) 
Peneliti  : Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban 
administrasi ? 
Informan 1  : Dengan membuat LPJ setiap 3 bulan dan setiap tahun. Ketika 
program akan dilaksanakan setelah mendapat nota dan sudah 
ditanda tangani oleh kepdes kemudian diserahkan kepada 
bendahara, bendahara baru mencairkan dana yang di ambil dari 
bank jateng kemudian diserahkan kepada tim pelaksana.”(hasil 
wawancara dengan kepala desa). 
Informan 1 : kepala desa menambahkan masyarakat bisa mengontrol karena 
bersifat transparan, khusunya ada dana yang turun dan yang 
disalurkan ini ada semacam panitia disitu karena setiap bangunan 
ada pengajuan proposal karena dibuat bukti kalau desa ini ada 
pembangunan, dan buktinya yaitu proposal. Karena berapa yang 
dibutuhkan itu sesuai dengan pengajuan. Papan informasi yang ada 
di desa Gondangsari ada, dan disetiap dusun-dusun ada.”(hasil 
wawancara dengan kepala  desa). 
Informan 2   : Ketika ada uang masuk bendahara mengecek kemudian dilaporkan 
kepada kepala desa.kepala desa mengecek anggaran apa saja yang 
masuk. Kemudian kepala desa mengadakan musrenbangdes dan 
membentuk TPK. TPK membuat RAP. Kemudian RAP diserahkan 
kepada sekdes. Kemudian diajukan ke kepala desa untuk 
diverifikasi, setelah kepala desa ACC selanjutnya diserahkan 
kepada bendahara untuk membuat surat permintaan pembayaran 
dan bendahara mencairkan dana sesuai ajuan pelaksana.(hasil 
wawancara dengan sekertaris desa) 
Peneliti  : bagaimana pemerintah desa dalam menyerap aspirasi dan usulan 
masyarakat ? 
Informan 5 : kita mengajak dari bawah, RT, RW dan masyarakat musyawarah 
ketika ada kekurangan kita bicarakan dan bisa dialokasikan. kita 
sosialisasikan mulai dari masyarakat, RT, RW  supaya ikut 
memilih dan menilai desa Gondangsari ini. Supaya muncul 
pemikiran-pemikiran yang positif dan tidak seluruhnya ini 
ditangani oleh perangkat dan harus dengan RT, RW, masyarakat 
ikut terlibat.(hasil wawancara dengan ketua BPD). 
Informan 8 : pada saat saya menghadiri musyawarah, kepala desa menanggapi 
usulan dari masyarakat dengan baik. Mendahulukan usulan yang 
penting dan usulan tersebut disepakati bersama di acara rapat 
tersebut.(hasil wawancara dengan bapak purwo).  
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